Menimbang

Mengingat

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBANGUNAN KAMPUNG
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Kampung di Kabupaten

Kepulauan Sangihe;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang
"Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
télah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679};

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & Tahun
2014 tentang Desa (Léembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomeor 128, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
STL70:

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan
Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi
Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5557);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indenesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094}.
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MEMUTUSKAN : ~

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBANGUNAN KAMPUNG DI KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kampung atau yang disebut dengan nama lain Desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang merniliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kewenangan Kampung adalah kewenangan yang dimiliki Kampung
meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung,
pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan
Kampung, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kampung.

3. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintah Kampung adalah Kapitalaung atau yang disebut dengan nama
lain Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Kampung.

5. Kapitalaung adalah pejabat pemerintah Kampung yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga
kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

6. Perangkat Kampung adalah unsur stal yang membantu Kapitalaung dalam
penyusunan kebijakan dan koordinasi yang di wadahi dalam sekretariat

Kampung ‘dan unsur pendukung tugas Kapitalaung dalam pelaksanaan ﬂf
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 ditetapkan oleh Kapitalaung setelah dibahas dan disepakati bersama MTK.
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kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur
kewilayahan.

Majelis Tua-Tua Kampung selajutnya disingkat MTK adalah sebutan lain
dari Badan Pemusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk
Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara

demokratis.

Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Musyawarah Xampung adalah musyawarah antara MTEK, Pemerintah
Kampung dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Majelis Tua-
Tua Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung adalah musyawarah
antara MTK, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Kampung untuk menetapkan prioritas,
program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Kampung yang didanai
oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, swadaya masyarakat
Kampung, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten.

Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang

Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan

kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.

Perencanaan pembangunan Kampung adalah proses tahapan kegiatan
yang diselenggarakan oleh pemerintah Kampung dengan melibatkan MTK
dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya Kampung dalam rangka mencapai tujuan

pembangunan Kampung.

Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan

di Kampung dan kawasan perkampungan yang dikoordinasikan oleh

Kapitalaung dengan mengedepankan Kkebersamaan, kekeluargaan, dan 4{«
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kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan

keadilan sosial,
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Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalalf upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penectapan kebijakan, program,

kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan

. prioritas kebutuhan masyarakat Kampung.
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"meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana,
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Pengka jian Keadaan Kampung adalah proses penggalian dan pengumpulan
data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan
berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap

kondisi serta dinamika masyarakat Kampung.

Data Kampung adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang

kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu

pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Kampung.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disebut
RPIJMKampung, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk
jangka waktu 6 (enam) tahun,

Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut RKP Kampung,

adalah penjabaran dari RPJMKampung untuk jangka waktu 1 (satu)

tahun,

Daftar Usulan RKPKampung adalah penjabaran RPJMKampung yang
menjadi bagian dari RKPKampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang
akan diusulkan Pemerintah Kampung kepada Pemerintah Daerah

Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang

‘dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang

yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.

Aset Kampung adalah barang milik Kampung yang berasal dari kekayaan
asli Kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan

Belanja Kampung atau perolehan hak lainnya yang sah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnyan disebut
APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan

Kampung.-
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Dana Kampung adalah dana yang bersumber” dari anggaran pendapatan
dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer
melalui anggaran pendapatan dan belanja daefah kabupaten dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Kampung,
pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan

Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung.

Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK adalah dana
perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Rencana Anggaran Biaya, selanjutrniya disingkat RAB adalah Rencana
Kegiatan dalam Penyusunan Anggaran Biaya yang akan dilaksanakan.

Lembaga Kemasyarakatan Kampung atau disebut dengan nama lain
adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan
dan merupakan mitra pemerintah Kampung dalam memberdayakan
masyarakat.

Lembaga adat Kampung adalah  merupakan lembaga yang
menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan
asli Kampung yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat
Kampung.

Tim Pengelola Kegiatan, selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang
ditetapkan oleh kapitalaung dengan surat Keputusan, terdiri dari unsur

Pemerintah Kampung, lembaga Kemasyarakatan dan masyarakat kampung

untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, pengadaan barang dan jasa

“sesuai dengan APBKampung,

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung selanjutnya disingkat
PTPKK adalah unsur perangkat Kampung yang membantu kapitalaung
untuk melakukan melaksanakan pengelolaan keuangan Kampung.

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam  sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik d%

Indonesia Tahun 1945.

Kabupaten adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe,
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Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.

Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Pemerintah Kampung menyusun perencanaan Pembangunan Kampung
sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan

pembangunan Kabupaten.

Pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dengan melibatkan seluruh

~ masyarakat Kampung dengan semangat gotong royong.

(3)

- @)

(5)

(6)

Masyarakat Kampung berhak melakukan pemantauvan terhadap

pelaksanaan Pembangunan Kampung.

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kampung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah Kampung
didampingi oleh pemerintah kabupaten yang secara teknis dilaksanakan
oleh perangkat daerah kabupaten.

Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Kampung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Kapitalaung dapat didampingi oleh tenaga
pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Kampung,

dan/atau pihak ketiga.

Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4} di wilayahnya.

Pasal 3

Pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup

bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan

Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung dan pemberdayaan

masyarakat Kampung.
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PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

Bagian Kesatu

Umum

Pasalg

Perencanaan pembangunan Kampung disusun secara berjangka meliputi:

a. RPJMKampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan

b. Rencana Pembangunan Tahunan Kampung atau yang disebut
RKPKampung, merupakan penjabaran dari RPJMKampung untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.

RPJMKampung dan RKPKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ditetapkan derigan Peraturan Kampung.

Pasalb

Dalam rangka perencanaan pembangunan Kampung scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah Kampung melaksanakan tahapan
yang meliputi :

a. penyusunan RPJMKampung; dan

*b. penyusunan RKPKampung.

RPJMKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung scjak pelantikan
Kapitalaung.

RKPKampung mulai disusun oleh pemerintah Kampung pada bulan Juli

sampai dengan akhir bulan sepetember tahun berjalan.
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Bagian Kedua

Penyusunan RPJM Kampung

Paragraf 1

Umum
Pasal 6

(1) Rancangan RPJMKampung memuat visi dan misi Kapitalaung, arah
kebijakan pembangunan Kampung, serta rencana kegiatan yang meliputi
bidang  penyelenggaraan  Pemerintahan  Kampung, pelaksanaan
pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan
pemberdayaan masyarakat Kampung,

(2) Bidang penyelenggafaan pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), antara lain :
a. penctapan dan penegasan batas Kampung;
b. pendataan Kampung;
C. penyusunan tata ruang Kampung;
d. penyelenggaraan musyawarah Kampung;
" e. pengelolaan informasi Kampung;
f penyelenggaraan perencanaan Kampung;

g penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan  pemerintahan

Kampung;
h. penyelenggaraan kerja sama antar Kampung;
i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Kampung; dan
j. kegiatan lainnya sesuai kondisi Kampung.
(3) Bidang pelaksanaan pembangunan Kampung antara lain:

a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan
lingkungan Kampung antara lain :
. tambatan perahu;
. jalan pemukiman;
. jalan Kampung antar permukirﬁan ke wilayah pertanian;

1

B

3

4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;

5. lingkungan permukiman masyarakat Kampung; dan J{r
6

. infrastruktur Kampung lainnya sesuai kondisi Kampung.
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b. pembangunan, pemanfaatan dan pemelihardan sarana dan prasarana
kesehatan antara lain :
1. air bersih berskala Kampung;
2. sanitasi lingkungan;
3. pelayanan kesehatan Kampung seperti posyandu; dan

4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Kampung.

c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. taman bacaan masyarakat;

pendidikan anak usia dini;

balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;

pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan

@ b LN

sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai

kondisi Kampung.

.d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan,
pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara
lain:

pasar Kampung;

pembentukan dan pengembangan BUMKampung;

penguatan permodalan BUMKampung;

pembibitan tanaman pangan;

penggilingan padi;

lumbung Kampung;

pembukaan lahan pertanian;

pengelolaan usaha hutan Kampung;

R L L < LR T I

kolam ikan dan pembenihan ikan;

10.kapalpenangkapikan;

11. cold storage (gudang pendingin);

12. tempat pelelangan ikan;

13.tambak garam

14.kandang ternak;

1S.instalasi biogas;

16.mesin pakan ternak;

17.sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Kampung.
e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:

1. penghijauan; 4‘2

2, pembuatan terasering;
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3. pemeliharaan hutan bakau; !
4. perlindungan mata air;

5. pembersihan daerah aliran sungai;

6. perlindungan terumbu karang; dan

7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Kampung.

(4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain :

a. pembinaan lembaga kemasyarakatan,

b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban,

c. pembinaan kerukunan umat beragama;

d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;

e. pembinaan lembaga adat;.

f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dar

g kegiatan lain sesuai kondisi Kampung,

{5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain :

a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;

b. pelatihan teknologi tepat guna;

c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kapitalaung, perangkat
Kampung, dan MTK; '

d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain :

1. kader pemberdayaan masyarakat Ka.mpung;-
kelompok usaha ekonomi produlktif;
kelompok perempuan;

kelompok tani;

kelompok masyarakat miskin,;

kelompok nelayan;

kelompok pengrajin;

2B - B LB

kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
9. kelompok pemuda; dan

10. kelompok lain sesuai kondisi Kampung,

Pasal 7

(1) Kapitalaung menyelenggarakan penyusunan RPJMKampung dengan

mengikutsertakan unsur masyarakat Kampung.
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Penyusunan RPJMKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Kampung dan

prioritas program dan kegiatan kabupaten.

Penyusunan RPJMKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :

a. pembentukan tim penyusun RPJMKampung;

b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten;

c. pengkajian keadaan Kampung;

d. penyusunan rencana pembangunan Kampung melalui musyawarah
Kampung,;

e. penyusunan rancangan RPJMKampung;

f penyusunan rencana pembangunan Kampung melalui musyawarah

perencanaan pembangunan Kampung; dan

g. penetapan RPJMKampung.

Paragraf 2
Pembentukan Tim Penyusun RPJMKampung

Pasal 8

Kapitalaung membentuk tim penyusun RPJMKampung.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

a. kapitalaung selaku pembina;

b. sekretaris Kampung selaku ketua;

¢. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan

d. anggota yang berasal dari perangkat Kampung, lembaga pemberdayaan
masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Kampung, dan unsur
masyarakat lainnya.

Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh)

orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.

Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan

perempuan.

Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat {4) ditetapkan dengan
Keputusan Kapitalaung.
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Pasal 9 i

Tim penyusun RPIMKampung melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;

b. pengkajian keadaan Kampung;

c. penyusunan rancangan RPJMKampung; dan

d. penyempurnaan rancangan RPJMKampung,

Paragraf 3
Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten

Pasal 10

(1) Tim penyusun RPJMKampung melakukan penyelarasan arah kebijakan

pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.

(2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan
Kabupaten dengan pembangunan Kampung,

(3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana- dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi

tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten.
(4) Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi :
a. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten;
b. rencana strategis perangkat daerah,;
€. rencana umum tata ruang wilayah kabupaten;
d. rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten; dan
e. rencana pembangunan kawasan perkampungan,

(5) Camat melakukan sosialisasi dan memberikan informasi kepada tim
penyusun RPUMKampung tentang arah kebijakan kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dengan bantuan Badan Perencanaan serta

Penelitian dan Pengembangan Kabupaten dan perangkat daerah terkait. 4]&
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Pasal 11 7

Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan
dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan

pembangunan Kabupaten yang-akan masuk ke kampung.

Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung,
pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan

pemberdayaan masyarakat kampung.

Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan

pembangunan yang akan masuk ke kampung.

Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimeksud pada ayat (3),

menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Kampung,

Paragraf 4

Pengkajian Keadaan Kampung
Pasal 12

Tim penyusun RPJMKampung melakukan pengkajian keadaan Kampung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 hurufb.

Pengkajian keadaan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Kampung
Pengkajian keadaan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
meliputi kegiatan sebagai berikut :

a. penyelarasan data Kampung;

b. penggalian gagasan masyarakat dari setiap lindongan;

c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Kampung,

Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,

dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah yang melibatkan

partisipasi seluruh warga masyarakat melalui musyawarah lindongan.
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Musyawarah lindongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4} diarahkan
oleh perwakilan MTK disetiap lindongan, dibantu kepala lindongan dan
didampingi tim penyusun RPJMKampung,

Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menggunakan
sketsa Kampung, kalender musim dan bagan kelembagaan Kampung

sebagal alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.

Tim penyusun RPJMKampung dapat menambahkan alat kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dalam rangka meningkatkan

kualitas hasil penggalian gagasan.

Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja
sebagaimana dimaksud padaayat (7), tim penyusun RPJM Kampung dapat
menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan

kemampuan masyarakat Kampung,

Tim penyusun RPJUMKampung melakukan rekapitulasi usulan rencana

kegiatan pembangunan kampung berdasarkan pada ayat (4).

Pasal 13

-Penyelarasan data Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

(3) huruf a dilakukan melalui kegiatan :

a. pengambilan data dari dokumen data Kampung;

'b. pembandingan data Kampung dengan kondisi Kampung terkini.

Data Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi
sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan,

dan sumber daya sosial budaya yang ada di Kampung.

Hasil penyelarasan data Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dituangkan dalam format data Kampung.

Format data Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi

lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Kampung.

Hasil penyelarasan data Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menjadi bahan masukan dalam musyawarah Kampung dalam rangka

penyusunan perencanaan pembangunan Kampung.
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Pasal 14

Tim penyusun RPJMKampung menyusun laporan hasil pengkajian

keadaan Kampung,.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita

acara.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:

a. data Kampung yang sudah diselaraskan;

b, data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke
Kampung,

c. data rencana program pembangunan kawasan perkampungan; dan

. d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Kampung dari

lindongan dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 15

Tim penyusun RPJIJMKampung melaporkan kepada. Kapitalaung hasil

- pengkajian keadaan Kampung.

Kapitalaung menyampaikan laporan kepada MTK setelah menerima
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan

rencana pembangunan Kampung melalui musyawarah Kampung.

Paragraf 5

Penyusunan Rencana Pembangunan Kampung melaiui musyawarah Kampung

(2)

(3)

Pasal 16

MTK menyelenggarakan musyawarah Kampung berdasarkan laporan hasil

pengkajian keadaan Kampung.

Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di
persiapkan oleh MTK bersama Kapitalaung dalam bentuk musyawarah
kampung terencana, terhitung sejak diterimanya laporan dari Kapitalaung,
Musyawarah kampung terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diikuti olel‘i pemerintah kampung, MTK dan unsur masyarakat.

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

a. tokoh adat;
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b. tokoh agama;

c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidikan;

e. perwakilan kelompok tani;

f. perwakilan kelompok nelayan;

g. perwakilan kelompok perajin;

h. perwakilan kelompok perempuan;

i. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan

j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Pasal 17

Musyawarah Kampung terencéna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,

membahas dan menyepakati sebagai berikut :

a. laporan hasil pengkajian keadaan Kampung;

b. rumusan arah kebijakan pembangunan Kampung yang dijabarkan dari
visi dan misi Kapitalaung; dan

c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kampung,
pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan
pemberdayaan masyarakat Kampung.

Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf ¢, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi

berdasarkan bidang  penyelenggaraan pemerintahan Kampung,

pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan

pemberdayaan masyarakat Kampung.

Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

membahas sebagai berikut:

a. laporan hasil pengkajian keadaan Kampung;

b. prioritas rencana kegiatan Kampung dalam jangka waktu 6 {(enam)
tahun

¢. sumber pembiayaan rencana kegiatan pemnbangunan Kampung; dan

d. rencana TPK Kampung yang akan dilaksanakan oleh perangkat

Kampung, unsur masyarakat Kampung, kerja sama antar Kampung,

dan/atau kerja sama Kampung dengan pihak ketiga.
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(4) Tahapan Musyawarah Kampung sebagaimana“dimaksud dalam Pasal 16
ayat (2) sebagai berikut :

a. MTK melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat
mengenai hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah
kampung.

b. Berdasarkan masukan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud
pada huruf a MTK menyelenggarakan rapat anggota untuk
merumuskan pandangan resmi MTK.

c. Pandangan resmi MTK sebagaimana dimaksud pada huruf b
dituangkan ke dalam berita acara tentang hasil rapat anggota MTK.

d. Berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ menjadi pandangan
resmi MTK dalam pembah,asan tentang hal yang bersifat strategis di

musyawarah kampung.

Pasal 18

(1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah kampung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17, dituangkan dalam berita acara.
(2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3} menjadi

pedoman bagi pemerintah Kampung dalam menyusun RPJMKampung.

Paragraf 6

Penyusunan Rancangan RPJMKampung

Pasal 19

(1) Tim penyusun RPJMKampung menyusun rancangan RPJMKampung
berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)

(2) Rancangan RPJMKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dituangkan dalam lampiran rancangan RPJMKampung.

(3) Tim penyusun RPJMKampung membuat berita acara tentang hasil
penyusunan rancangan RPJMKampung yang dilampiri dokumen

rancangan RPJMKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh tim &%

penyusun RPJMKampung kepada Kapitalaung
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Pasal20 f

(1} Kapitalaung memeriksa dokumen rancangan RPJMKatnpung yang telah
disusun oleh Tim Penyusun RPJMKampung sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19.

(2) Tim penyusun RPJMKampung melakukan  perbaikan berdasarkan
arahan Kapitalaung dalam hal Kapitalaung belum menyetujui rancangan

RPJMKampung sebagaimana dimaksud pada ayat {1).

(3) Dalam hal! rancangan RPJMKampung telah disetujui oleh Kapitalaung,

' dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung.

Paragraf 7
Penyusunan Rencana Pembangunan Kampung Melalui Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Kampung
Pasal 21

(1) Kapitalaung menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan
Kampung yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan
RPJMKampung.

(2) Musyawarah  perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditkuti oleh Pemerintah Kampung, MTK dan unsur

masyarakat.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. tokoh adat;

b. tokoh agama;

c. tokoh masyarakat;

d. tokoh pendidikan;

e. perwakilan kelompok tani;

{. perwakilan kelompok nelayan;

g. perwakilan kelompok perajin;

h. perwakilan kelompok perempuan;

e

perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan l{-

LI

perwakilan kelompok masyarakat miskin.
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Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
musyawarah perencanaan pembangunan Kampung dapat melibatkan

unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 22

Musyawarah perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21, membahas dan  menyepakati rancangan
RPJMKampung.

Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

Paragrafl 8
Penetapan dan perubahan RPJMKampung

Pasal23

Kapitalaung mengarahkan Tim penyusun RPJMKampung melakukan
perbaikan dokumen rancangan RPJMKampung berdasarkan hasil
kesepakatan  musyawarah  perencanaan  pembangunan Kampung

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Rancangan RPJMKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi

lampiran rancangan peraturan Kampung tentang RPJMKampung.

Kapitalaung menyusun rancangan peraturan Kampung tentang

RPJMKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Rancangan peraturan Kampung tentang RPJMKampung sebagaimana
dimaksud  pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama  oleh
Kapitalaung dan MTK untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kampung
tentang RPJMKampung,

Pasal 24
Kapitalaung dapat mengubah RPJMKampung dalam hal:

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis

ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
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b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakdn Pemerintah, pemerintah
dacrah provinsl, dan/sawu pemerintah dacrah kabupaten.

Perubahan RPJMKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas

dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kampung

dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Kampung.

Bagian ketiga
Penyusunan RKPKampung
Paragraf 1

Umum
Pasal 25

Pemerintah Kampung menyusun RKPKampung sebagai penjabaran

RPJMKampung.

RKPKampung disusun oleh Pemerintah Kampung sesuai dengan informasi
dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif
Kampung dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi,

dan pemerintah daerah kabupaten.

RKPKampung mulai disusun oleh pemerintah Kampung pada bulan Juli

tahun berjalan.

RKPKampung ditetapkan dengan peraturan Kampung paling lambat akhir
bulan September tahun berjalan.

RKPKampung menjadi dasar penetapan APBKampung.

Pasal26

Kapitalaung menyusun RKPKampung dengan  mengikutsertakan

masyarakat Kampung.

Penyusunan RKPKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :

a. penyusunan perencanaan pembangunan Kampung melalui musyawarah
Kampung;

b. pembentukan tim penyusun RKPKampung;
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c. pencermatan pagu indikatif Kampung dan penyelarasan

program/kegiatan masuk ke Kampung
d. pencermatan ulang dokumen RPJMKampung;

e. penyusunan rancangan RKPKampung;

f. penyusunan RKPKampung melalui musyawarah  perencanaan
pembangunan Kampung;

penetapan RKPKampung;

h. perubahan RKPKampung; dan

o

- 1. pengajuan daftar usulan RKPKampung.

Paragraf?2
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kampung

melalui Musyawarah Kampung

Pasal 27

MTK menyelenggarakan musyawarah kampung dalam rangka penyusunan

rencana pembangunan kampung.

Hasil musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pedoman bagi pemerintah Kampung menyusun rancangan RKPKampung
dan daftar usulan RKPKampung,

MTK menyelenggarakan musyawaralh Kampung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 28

Musyawarah Kampung scbagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1

melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a mencermati ulang dokumen RPJMKarmpung;

b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJMKampung; dan

c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian

yang dibutuhkan.

Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dapat berasal

dari wargasmasyarakat Kampung dan/atau perangkat daerah kabupaten.

Pembentukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

dilaksanakan berdasarkan kebutuhan.
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(4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud “pada ayat (1) huruf b,

dituangkan dalam berita acara.

(5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4] menjadi pedoman

Kapitalaung dalam menyusun RKPKampung.

Paragraf 3
Pembentukan Tim Penyusun RKPKampung

Pasal 29

" (1) Kapitalaung membentuk tim penyusun RKPKampung.

(2} Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
kapitalaung selaku pembina;
sckretaris Kampung selaku ketua;

ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan

B0 opop

anggota yang meliputi: perangkat Kampung, lembaga pemberdayaan
masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Kampung, dan unsur

masyarakat.
(3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh)
- dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
(4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan

perempuan.

(5) Pembentukan tim penyusun RKPKampung dilaksanakan paling lambat
bulan Juni tahun ber jalan.

(6) Tim penyusun RKPKampung ditetapkan dengan keputusan Kapitalaung,

Pasal 30

Tim penyusun RKPKampung melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a. pencermatan pagu indikatif Kampung dan penyelarasan program/kegiatan

masuk ke Kampung;
b. pencermatan ulang dokumen RPJMKampung;
c. penyusunah rancangan RKPKampung; dan

d. penyusunf;m rancangan daftar usulan RKPKampung.
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Paragraf 4
Pencermatan Pagu Indikatif Kampung dan Penyelarasan Program/Kegiatan

Masuk ke Kampung
Pasal 31

Kapitalaung mendapatkan data dan informasi dari Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Bapelitbang, Badan Keuangan dan perangkat
daerah terkait tentang :

a, pagu indikatif Kampung; dan
b. rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan
pemerintah daerah kabupaten yang masuk ke Kampung.

Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima
Kapitalaung dari kabupaten paling lambat bulan Juli setiap tahun
berjalan.

Pasal3?2

Tim penyusun RKPKampung melakukan pencermatan pagu indikatif

Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang meliputi:

a. rencana dana Kampung yang bersumber dari APBN,

b. rencana ADK yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang
diterima kabupaten;

c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;
dan

d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja
daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten.
Tim penyusun RKPKampung melakukan penyelarasan rencana
program/kegiatan yang masuk ke Kampung sebagaimana dimaksud pada

ayat {1) yang meliputi :

a. rencana Kerja pemerintah kabupaten;

b. rencana program dan kegiatan permerintah, pemerintah daerah provinsi
dan pemerintah daerah kabupaten;

c. hasil pé:h_jaringaﬁ aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat

daerah kabupaten.
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Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangKan ke
gleleun Tprmat pogd Relitacll Kampants
Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dituangkan ke

dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Kampung.

Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (4}, tim penyusun RKPKampung menyusun rencana pembangunan

berskala lokal Kampung yang dituangkan dalam rancangan RKPKampung.

Pasal 33

Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menerbitkan
surat pemberitahuan kepada Kapitalaung dalam hal terjadi keterlambatan
penyampaian informasi pagn indikatif Kampung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (1}.

Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan
pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Kampung dalam
percepatan pelaksanaan perencanaan pcmbangunan sebagai dampak
keterlambatan  penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) untuk memastikan APBKampung ditetapkan pada 31 Desember tahun
ber jalan.

Paragraf 5
Pencermatan Ulang RPJMKampung

Pasal34

Tim penyusunan RKPKampung mencermati skala prioritas usulan rencana
Kegiatan pembangunan Kampung untuk 1 (satu) tahun anggaran
berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMKampung.

Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat -(1), menjadi dasar

bagi tim penyusun RKPKampung dalam menyusun rancangan

RKPKampung.
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Paragraf 6 3

Penyusunan Rancangan RKPKampung

Pasal 35

Penyusunan rancangan RKPKampung berpedoman kepada :
a. hasil kesepakatan musyawarah Kampung;

b. pagu indikatif Kampung;

. €. pendapatan asli Kampung;

d. rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah

daerah kabupaten;

e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten;

b

hasil pencermatan ulang dokumen RPJMKampung;

hasil kesepakatan kerja sama antar Kampung; dan

L

hasil kesepakatan kerja sama Kampung dengan pihak ketiga.

Pasal 36

(1) Rancangan RKPKampung paling sedikit berisi uraian:

a. evaluasi pelaksanaan RKPKampung tahun sebelumnya;

b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Kampung yang dikelola oleh
Kampung;

c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Kampung yang dikelola
melalui kerja sama antar Kampung dan pihak ketiga;

d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Kampung yang dikelola oleh
Kampung sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah

daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan

e. TPK yang terdiri atas unsur perangkat Kampung dan/atau unsur

masyarakat Kampung.

{2) Pemerintah Kampung dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di
bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam

rancangan RKPKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud

pada ayat-(2) dapat berasal dari warga masyarakat Kampung, perangkat
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daerah kabupaten yang membidangi peinbangunan infrastruktur,

dan/atau tenaga pendamping profesional.

Rancangan RKPKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan

dalam format rancangan RKPKampung.

Pasal37

Rancangan RKPKampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilampiri

rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.

Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk kerja sama antar Kampung disusun dan disepakati

bersama para Kapitalaung yang melakukan kerja sama antar Kampung.

Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.
Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumiah S (lima)

- orang terdiri dari unsur :

- & unsur MTK sebagai Ketua;

{5)

(1)

b. unsur LPM sebagai sekretaris;
C. anggota yang terdiri dari : unsur PKK, kelompok masyarakat dan
Pendamping Lokal Kampung. '

Tim verifikasi di bentuk berdasarkan Surat Keputusan Kapitalaung dengan
uraian tugas sebagai berikut:

a. memeriksa Kesesuaian Mekanisme Rencana kegiatan dan rencana
anggaran biaya;

' b. memeriksa dan Meneliti Dokumen rencana kegiatan dan rencana

anggaran biaya beserta kelengkapannya;

-c. memeriksa dan Meneliti Kesesuaian Prioritas kegiatan dan anggaran

biaya seuai dengan peraturan yang berlaku;

d. menyampaikan hasil verifikasi dalam bentuk berita acara kepada Tim
penyusun RKPKampung paling lambat 3 (tiga) hari dokumen rencana
kegiatan dan rencana biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Pasal 38

Pemerintah Kampung dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan
pembangu?nan Kampung dan pembangunan kawasan perkampungan
kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah

daerah kabupaten.
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(2) Tim penyusun RKPKampung menyusun usulan prioritas program dan
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

. (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKPKampung.

(4) Rancangan daftar usulan RKPKampung sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan

RKPKampung.
Pasal39

(1) Tim penyusun RKPKampung membuat berita acara tentang hasil
penyusunan rancangan RKPKampung yang dilampiri dokumen rancangan

RKPKampung dan rancangan daftar usulan RKPKampung.

(2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, disampaikan oleh tim
penyusun RKPKampung kepada Kapitalaung.

Pasal 40

(1) Kapitalaung memeriksa dokumen rancangan RKPKampung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39.

(2). Kapitalaung mengarahkan tim penyusun RKPKampung untuk melakukan
perbaikan dokumen rancangan RKPKampung sebagaimana dimaksud pada

~ayat (1)dengan memperhatikan berita acara tim verifikasi kampung.

(3) Dalam hal Kapitalaung telah menyetujui rancangan RKPKampung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kapitalaung menyelenggarakan

musyawarah perencanaan pembangunan Kampung,

Paragraf7

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung
Pasal 41

(1) Kapitalaung menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan
Kampung vang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan
RKPKampﬁng.



(2)

e

(4)

(1)

-29 .

Musyawaraly perencanaan peémbangunan % Kampung sebagaimana
stinslsfig gasn syt (1) dilisag oieh Petleeit e Bomptayg MY dan ke
masyarakat.

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
a. tokoh adat;
b. tokoh agama;

tokoh masyarakat;

o

2

tokoh pendidikan;

e. perwakilan kelompok tani;

f. perwakilan kelompok nelayan;

g. perwakilan kelompok pera jin;

h. perwakilan kelompok perenilpuan;.

i. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan

j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
musyawarah perencanaan pembangunan Kampung dapat melibatkan

unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 42

Rancangan RKPKampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1)

-memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan

. pembangunan, pembinaan  kemasyarakatan, dan  pemberdayaan

masyarakat Kampung.

Rancangan RKPKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi
prioritas program dan kegiatan yang didanai :

a. pagu indikatif Kampung;

b. pendapatan asli Kampung;

c. swadaya masyarakat Kampung;

d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan

e. bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau

pemerintah daerah kabupaten.



(3)

(1)

(4)
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Prioritas, program dan kegiatan sebagaimand dimaksud pada ayat (2),
dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat
Kampung yang meliputi :

a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Kampung;

b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;

c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan

berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
d. pengembangan ckonomi pertanian berskala produktif;
e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
f. pendayagunaan sumber daya alam,;
g pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Kampung;

h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat
Kampung berdasarkan kebutuhan masyarakat Kampung; dan

i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan

Kampung.

Pasal 43

Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung

sebagaimana dimalsud dalam Pasal 42, dituangkan dalam berita acara.

Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

. kepada camat untuk dilakukan evaluasi oleh tim Verifikasi Kecamatan.

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai
berikut:

" a. Sekretaris Kecamatan Sebagai Ketua;

b. Kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat Kampung sebagai Sekretaris

merangkap anggota;

c. Anggota Terdiri: Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ketentraman
dan Ketertiban, Kepala Seksi Kesejahtraan Sosial, Kepala Seksi

Pelayanan Umum dan Kepala UPTD Kecamatarn.

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan Tugas

sebagai berikut :

a. Memeriksa Kesesuaian Mekanisme penyusunan rancangan

RKPKampung;
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b. Memeriksa dan Meneliti Dokumen rancangan RKP kampung Beserta

lampirannya.

c. Memeriksa dan meneliti kesesuaian prioritas kegiatan dan anggaran

biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku,

d. Memeriksa dan Meneliti Keselarasan antara rancangan RKPKampung
dengan program/kegiatan pemerintah, Pemerintah provinsi, dan
Pemerintah kabupaten;

e. Menyampaikan Hasil Evaluasi Kepada Camat.

(5) Hasil evaluasi sebaglamana dimaksud pada ayat (4) huruf d
dikonsultasikan oleh camat kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa untuk selanjutnya diserahkan kepada kapitalaung dalam bentuk

rekomendasi.

(6) Kapitalaung mengarahkan Tim penyusun RKPKampung melakukan
perbaikan dokumen rancangan RKPKampung Dberdasarkan  hasil
kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan KXampung dan
rekomendasi camat sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dan ayat (5).

(7) Rancangan RKPKampung yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud
pada ayat {6) menjadi lampiran rancangan peraturan Kampung tentang
RKPKampung,.

{8) Kapitalaung menyusun rancangan peraturan Kampung tentang
RKPKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

(9) Rancangan Peraturan Xampung tentang RKPKampung sebagaimana
“dimaksud pada ayat (8) dibahas dan disepakati bersama oleh Kapitalaung
.dan  MTK wuntuk ditetapkan menjadi Peraturan Kampung tentang
RKPKampung,

Paragraf 8
Perubahan RKPXampung

Pasal 44

(1) RKPKampung dapat diubah dalam hal:

a terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis

ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

t



@

(2)

-32 .

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakdn Pemerintah, pemerintah

daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.

Dalam hal terjadi perubahan RKPKampung dikarenakan tegjadi peristiwa

khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kapitalaung

melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten yang mempunyai
kewenangan terkait dengan kejadian khusus;

b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKPKampung yang
terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;

¢. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB;

dan

d. menyusun rancangan RKPKampung perubahan.

Dalam hal tetjadi perubahan RKPKampung dikarenakan perubahan
mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
Kapitalaung melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah
kabupaten;

b. mengkaj ulang kegiatan pembangunan dalam RKPKampung yang
terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah
kabupaten;

C. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan

rencana anggaran biaya; dan

d. menyusun rancangan RKPKampung perubahan.
Pasal 45

Kapitalaung menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan
Kampung yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan
dan penyepakatan perubahan RKPKampung sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 44,

Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya



(3)

4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

il

peristi\'va khusus dan/atau terjadinya perubalian mendasar sebagaimana
dimaksud datam Pasal 44 ayat (1).

Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan
Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan

peraturan Kampung tentang RKPKampung perubalian,

Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3}, sebagai dasar

dalam penyusunan perubalian APBKampung.

Paragraf 9
Penga juan Daftar Usulan RKPKampung

. Pasal 46

Kapitalaung menyampaikan daftar usulan RKPKampung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 kepada Bupati melalui camat dengan tembusan

Bapelitbang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Penyampaian daftar usulan RKPKampung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), bulan oktcber dan paling lambat 31 Desember taliun berjalan.

Daftar usulan RKPKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi
materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan

kecamatan dan kabupaten.

Bupati melalui Bapelitbang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa menginformasikan kepada pemerintah Kampung tentang hasil

.pembaliasan daftar usulan RKPKampung sebagaimana dimaksud pada

ayat (3).

Informasi tentang hasil pembahasan daftar usufan RKPKampung
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh pemerintah Kampung
setefah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di

kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima pemerintah

Kampung paling lambat buian Juli taliun anggaran berikutnya.
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Bagian Keempat
Paragraf 1
Penyusunan APBKampung

Pasal47

' (1) Sekretaris Kampung dibantu kepala seksi dan atau kepala urusan
menyusun Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung

berdasarkan RKPKampung tahun berkenaan.
' (2) Hal-hal yang perlu dicermati dalam RKPKampung meliputi :

b. Kesesuaian program/kegiatan dengan bidang dan sumber dana;

c. Skala prioritas program/kegiatan yang dapat dianggarkan dalam
APBKampung; :

d. Penyelarasan program/kegiatan yang masuk ke kampung dari

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

(3) Waktu penyusunan rancangan APBKampung sebagaimana dimaksud pada
“ayat (1) selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 1 oktober

tahun ber jalan.

(4) Apabila Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten belum menetapkan
besaran alokasi dana transfer masing-masing kampung untuk tahun
anggaran berkenaan, maka anggaran dalam raneangan APBKampung

menggunakan pagu anggaran tahun berjalan.

Pasal 48

(1) Rancangan Peraturan Kampung yang diserahkan oleh Sekretaris Katnpung,
kepada Kapitalaung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) perlu
diteliti dan dicermati oleh Kapitalaung.

(2) Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kapitalaung kepada MTK untuk

dibahas dan disepakati bersama dalam forum musyawarah kampung.

(3) Musyawarah kampung pembahasan rancangan Peraturan kampung tentang
APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Ketua MTK
dan Kapitalaung dengan melibatkan perangkat kampung, anggota MTK, }F

Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh-tokoh masyarakat.
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(4} Hal-hal yang dibahas dalam Musyawarah Kamipung sebagaimana dimaksud

pada ayat (3} sekurang-kurangnya meliputi :

1. Draft rancangan Peraturan Kampung;

2. Isi rancangan APBKampung;

3. RAB, Gambar dan spesifikasi teknis;

4. Penggunaan tenaga kerja dan material iokal.

{5) Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung disepakati bersama
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} paling lambat akhir bulan Oktober

tahun berjalan.

Pasal49

(1) Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung yang telah melalui
tahapan evaluasi camat dan telah disempurnakan oleh Kapitalaung, dapat
ditetapkan menjadi Peraturan Kampung tentang APBKampung tahun

berkenaan.

(2} Penetapan Peraturan Kampung tentang APBKampung dilaksanakan dalam
forum musyawarah kampung yang dipimpin oleh MTK dan Kapitalaung
dengan melibatkan perangkat kampung, anggota MTK, Lembaga

Kemasyarakatan dan tokoh-tokoh masyarakat.

(3) Waktu pelaksanaan musyawarah kampung Penetapan Peraturan kampung
tentang APBKampung tahun berkenaan paling lambat tanggal 31

Desember tahun ber jalan.

(4) Teknis Penyusunan APBKampung selanjutnya diatur tersendiri dalam
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan

Kampung.
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BAB 1II 1
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

Bagian Kesatu

Umum
Pasal 50

Kapitalaung mengoordinasikan kegiatan pembangunan Kampung yang
dilaksanakan oleh perangkat Kampung dan/atau unsur masyarakat

Kampung.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi .
a. pembangunan Kampung berskala lokal Kampung; dan

" b, pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Kampung.

Pelaksanaan pembangunan Kampung yang berskala lokal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] huruf a, dikelola melalui swakelola Kampung, kerja

sama antar Kampung dan/atau kerja sama Kampung dengan pihak ketiga.

Kapitalaung mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan
Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan

APBKampung.
Pasal 51

Pembangunan Kampung yang bersumber dari program sektoral dan/atau
program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan
pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke
dalam pembangunan Kampung, program sektor dan/atan program daerah

di Kampung dicatat dalam APBKampung.

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat I(l), menyatakan
pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan
kepada Kampung, maka Kampung mempunyai kewenangan untuk

mengurus.

i



)

(S)

| (6)

(1)

(2)
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Pelaksanaan program sektor dan/atau progtam daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah
Kampung yang diselenggarakan oleh MTK.

Daiam hal pembahasan dalam musyawarah Kampung sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program
sektor danf/atau program daerah, Kapitalaung dapat mengajukan
keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati,

disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud.

Kapitalaung menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) kepada Bupati melalui camat.
. Pasal 52

Kapitalaung mengoordinasikan peiaksanaan program sektor dan/atau

program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Kampung.

Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oieh perangkat Kampung dan/atau

unsur masyarakat Kampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Tahapan Persiapan
Paragraf 1

Umum

Pasais3

Tahapan persiapan meliputi :

a.
b.
e.

d.

penetapan TPK;

penyusunan rencana kerja;
sosialisasi kegiatan;

pembekalan TPK;

penyiapan dokumen administrasi;
pengadaan tenaga kerja; dan

pengadaan bahan/material.



e,

Paragraf?2
Penetapan TPK

Pasal 54

(1) Kapitalaung memeriksa daftar calon TPK yang tercantum dalam dokumen

RKPKampung yang ditetapkan dalam APBKampung.

(2) Kapitalaung menetapkan TPK dengan keputusan Kapitalaung.

(3) Kapitalaung dalam menyusun personil TPK dengan memperhatikan hal-
hal berikut :

a.

pa oo

e

pendidikan, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman dari calon
TPK;

kepribadian keseharian dari calon TPK;

calon TPK adalah anggota masyarakat kampung setempat;

calon TPK Tidak termasuk ASN, anggota TNI/Polri aktif;

penetuan calon TPK Tidak berdasarkan nepotisme dengan
mengabaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
huruf b, huruf ¢ dan huruf d.

{4) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:

a.
b,

-G,

Kepala seksi/kaur pembangunan selaku ketua,

Sekretaris dari Unsur LPM kampung;

Bendahara dari unsur masyarakat dan/atau unsur perangkat
Kampung; dan

anggota pelaksana dari unsur masyarakat dan/atau unsur perangkat

Kampung.

(5) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat {2), mengikutsertakan perempuan.

(6) Dalam hal TPK mengundurkan diri, pindah domisili keluar Kampung,

dan/atau dikenai sanksi pidana, Kapitalaung dapat mengubah TPK.

Pasal 55

TPK bertugas membantu Kapitalaung dalam tahapan persiapan dan tahapan

pelaksanaan kegiatan.



-30 -

Paragraf 3

Penyusunan Rencana Kerja
Pasal56

(1) TPK menyusun rencana kerja bersama Kapitalaung.

(2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain:
. a. uraian kegiatan;
b. biaya,
c. waktu pelaksanaan;
d. lokasi;
e. kelompok sasaran;
f. tenaga kerja; dan
g. daftar TPK

(3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam

format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan Kapitalaung.

Paragraf 4

Sosialisasi Kegiatan
Pasal 57

(1) Kapitalaung menginformasikan dokumen RKPKampung, APBKampung dan

rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.
(2) Sosialisasi sechagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain
melalui:
a. musyawarah pelaksanaan kegiatan Kampung;
b. musyawarah dusun;
¢. musyawarah kelompok;
d. sistem informasi Kampung berbasis website;
e. papan informasi Kampung.

(3) Hasil Sosialisasi dalam musyawarah pelaksanaan kegiatan Kampung
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf a, ditindaklanjuti oleh Tokoh
Agama dan/atau tokoh masyarakat melalui penyampaian informasi
kegiatan kepada jemaah/jemaat atau komunitas masyarakat yang

dipimpinnya.
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() Helan bentuk sosialisas! sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, kapitalaung
berkewajiban menyampaikan informasi kegiatan dan anggaran biaya
melalui media lainya berupa baliho dengan ukuran minimal 3 x 2 Meter
dengan memuat informasi sebagai berilut :

a. Kegiatan yang akan dilaksanakan;
b. Anggaran biaya;
c. Waktu pelaksanaan;
d. Tempat kegiatan,
e. Volume kegiatan;
{ Nama dan nomor HP TPK. _
. (5) Baliho informasi sebagimana dimaksud pada ayat (3) dipasang ditempat
yang mudah diakses oleh masyarakat.

(6) TPK berkewajiban memasang papan kegiatan atau baliho kegiatan dengan
ukuran minimal 100 x 80 cm di setiap lokasi pekerjaan konstruksi atau
pembangunan fisik dengan mencantumkan :

a. Nama kegiatan;

b. Volume kegiatan;
c. Total anggaran;
d. Waktu pelaksanaan;

42

TPK dan nomor hp; dan

=y

Lokasi kegiatan.

Paragraf 5
Pembekalan Tim TPK

Pasal 58

(1} Kapitalaung mengoordinasikan pembekalan TPK di Kampung.

(2) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah
kabupaten  melaksanakan  pembekalan  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1).

{3) Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan pembimbingan teknis yang narasumbernya, pelatih, bentuk
pelatihan, RAB, modul, waktu pelaksanaan dan hal teknis lainnya

dikoordinasikan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
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Peserta pembimbingan teknis sebagaimana dinfaksud pada ayat (3) antara
lain meliputi :

a. kapitalaung;

b. perangkat Kampung;

c. MTK;

d. TPK;

e. kader pemberdayaan masyarakat Kampung; dan

f lembaga pemberdayaan masyarakat.

{5) Biaya Pembimbingan Teknis ditata dalam APBKampung.

(1}

(2)

{3)

(4)

Pasal 59

Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, antara lain:
a. pengelolaan keuangan Kampung;
b. penyelenggaraan pemerintahan Kampung; dan

c. pembangunan Kampung,.

‘Kegiatan pembekalan pengelolaan keuangan Kampung sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain teknis administrasi
pengelolaan keuangan dan teknis penyusunan dokumen

pertanggungjawaban keuangan.

Kegiatan pembekalan  penyelenggaraan  pemerintahan  Kampung
sebagaimana dimaksud pada ayat (i) huruf b, antara lain teknis
administrasi kesekretariatan, pendataan, penetapan, penegasan batas

Kampung, sosialisasi regulasi, dan penyusunan produk hukum.

Kegiatan pembekalan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c seperti pendayagunaan teknologi tepat guna dalam
pengelolaan sumber daya lokal, mekanisme pengadaan barang dan jasa,
penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan informasi

Kampung.
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Paragrafl Keenam

Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan

Pasal 60

(1) TPK melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan.

(2). TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dalam melakukan penyiapan

3

dokumen berkoordinasi dengan Kapitalaung,

Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-

kurangnya meliputi:

a.

b.

C.

d.

dokumen RKPKampung beserta lampiran;
dokumen APBKampung;
dokumen administrasi keuangan;

dokumentasi foto/gambar sebelum kegiatan pembangunan dilakukan;

. daftar masyarakat penerima manfaat;

pernyataan kesanggupan TPK menyelesaikan pekerjaan;

. penyiapan dokumen peralihan hak melaiui hibah dari warga masyarakat

kepada Kampung atas lahan/tanah yang menjadi aset Kampung

sebagai dampak kegiatan pembangunan Kampung;

. penyiapan dokumen jual-beli antara warga masyarakat dengan

Kampung atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan
pembangunan Kampung;

penyiapan dokumen pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat
untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau
tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Kampung;
penyiapan dokumen pembayaran ganti ragi atas bangunan pribadi
dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan

Kampung; dan

K laporan hasil analisis sederhana perihal dampak sosial dan lingkungan.

4
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Paragraf 7
Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/Material

Pasal 61

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung mengutamakan pemanfaatan

sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Kampung serta

mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

(1)

()

(2)

Pasal 62

TPK mendayagunakan sumber daya manusia yang ada di Kampung

sekurang-kurangnya melakukan :

a. pendataan kebutuhan tenaga kerja;

b, pendaftaran calon tenaga kerja;

c. pembentukan kelompok kerja;

d. pembagian jadwal kerja; dan

e. pembayaran upah dan/atau honor.

Besaran upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

e, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang

tercantum di dalam RKPKampung yang ditetapkan dalam APBKampung.

Pasal 63

TPK mendayagunakan sumber daya alam yang ada di Kampung, sekurang-
kurangnya melakukan :

a. pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan;

b. penentuan material/bahan yang disediakan dari Kampung; dan

¢. menentukan cara pengadaan material/bahan.

Besaran harga material/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

sesuai dengan perhitungan harga yang tercantum di dalam RKPKampung
yang ditetapkan dalam APBKampung.

A



(1)

(2)

(1)

(2)
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Pasal 64 E

TPK mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat Kampung,

sekurang-kurangnya melakukan:

a. penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat, sumbangan

dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat;

b. pendataan sumbangan masyarakat Kampung dan/atau pihak ketiga

yang berbentuk barang;
c. pendataan hibah dari masyarakat Kampung dan/atau pihak ketiga;
d. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan
e. penctapari jadwal Kerja.
Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya sesuai dengan rencana yang
tercantum di dalam RKPKampung yang ditetapkan dalam APBKampung.

Pasal 65

TPK melaksanakan pekerjaan dan pengadaan barang/jasa secara
swakelola meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan,

penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.

Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan
konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat tidak
dapat dilaksanakan secara swakelola.
TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan,
b. menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan;
‘c. menyusun rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan
peralatan;
d. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana kerja teknis (untuk
pekerjaan konstruksi);

e. menyusun rencans anggaran biaya dengan harga pasar setempat atau
harga pasar terdekat dan memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos

pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan serta pajak;
f mengendalikan pelaksanaan pekerjaan;

g Mmelaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan kepada Kapitalaung;
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(1)

(2)

(3)
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h. menyiapkan dokumen anggaran atas bebar pengeluaran pelaksanaan

pekerjaan.

i. Menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kapitalaung dengan

Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (100 % pekerjaan selesai);

Ketua TPK melekat pada salah satu kepala seksi/urusan dan bertindak
sebagai TPK.

Pasal 66

Kapitalaung menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong royong
masyarakatl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, sekurang-kurangnya
mengadministrasikan dokumen :

a. pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat Kampung
dan/atau pihak ketiga kepada Kampung atas lahan/tanah yang
menjadi aset Kampung sebagai dampak kegiatan pembangunan
Kampung dan diikuti dengan proses pembuatan akta hibah oleh
Kapitalaung; -

b. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat Kampung dan/atau
pihak ketiga untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi
dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan

Kampung,.

Pembiayaan akta hibah sebagaimana dimmaksud pada ayat (1), huruf a
dilakukan melalui APBKampung,

Pasal 67

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung dilakukan tanpa merugikan
hak-hak rumah tangga miskin atas aset lahan/tanah, bangunan pribadi
dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan
Kampung,.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan dengan cara :

a. peralihan hak kepemilikan atas lahan/ tanah melalui jual beli; dan

b. pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman,
Pembiayaarﬂl yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak-hak rumah
tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui
APBKampung.
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Penentuan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 68

TPK mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya
alam yang ada di Kampung serta mendayagunakan swadaya dan gotong
royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 melalui
mekanisme pembangunan Kampung secara swakelola.

Dalam hal mekanisme swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (i)
tidak dapat dilakukan oleh TPK, diselenggarakan pengadaan barang
dan/atau jasa.

Pengadaan barang dan/atau j;';xsa di Kampung dilaksanakan berdasarkan

Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 69

Kapitalaung mengoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-

kurangnya meliputi :

‘a.

b.

rapat kerja dengan TPK;

pemeriksaan pelaksanaan Kegiatan infrastruktur Kampung;

c. perubahan pelaksanaan kegiatan;

pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;
penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;

musyawarah pelaksanaan kegiatan Kampung dalam rangka

pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan

pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.

¢
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Paragraf 2 "
Rapat Kerja TPK

Pasal 70

(1) Kapitalaung menyelenggarakan rapat kerja pelaksanaan kegiatan dalam

. rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan.

(2} Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan

TPK kepada Kapitalaung.
" (3) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sekurang-
kurangnya 3 (tiga) tahap mengikuti tahapan pencairan dana Kampung

yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Pasal 71

(1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, membahas antara
"lain:
a. perkembangan pelaksanaan kegiatan;

b. pengaduan masyarakat;

masalah, kendala dan hambatan;

0

d. target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan

e. perubahan kegiatan.

(2) Kapitalaung dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kondisi

perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada di Kampung.

(3) Hasil rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan
dalam format laporan,

(4} Rapat Kkerja yang wajib dilaporkan kepada MTK dan camat dengan

tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Paragraf 3

Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Kampung
Pasal 72

(1) Kapitalaung mengoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan j:[_
tahap akhir kegiatan infrastruktur Kampung.




(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)
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Pemeriksaan sebagaimana dimalksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh
tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen

RKPKampung,

Dalam rangka penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kapitalaung mengutamalkan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari

masyarakat Kampung.

Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Kapitalaung meminta bantuan kepada Bupati melalui camat perihal
kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur yang dapet
berasal dari perangkat daerah kabupaten yang membidangi pekerjaan

umum dan/atau tenaga pendamping profesional.
Pasal 73

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, dilakukan dengan

cara memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh hasil pelaksanaan

‘kegiatan pembangunan infrastruktur Kampung,

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3

(tiga) tahap meliputi :

a. tahap pertama: penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% (empat puluh
per seratus) dari keseluruhan target kegiatan,

b. tahap kedua: penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% (delapan puluh
per seratus) dari keseluruhan target kegiatan; dan

.c. tahap ketiga: penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% (seratus per

seratus) dari keseluruhan target kegiatan.

Pemeriksa melaporkan kepada Kapitalaung perihal hasil pemeriksaan pada

setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi

bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh Kapitalaung,.



(1

(3)

(2)

(3)
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Paragraf4 ¥

Perubahan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 74

Pemerintah daerah kabupaten menetapkan peraturan tentang kejadian

khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan

pembangunan di Kampung dalam pembangunan Kampung dalam hal

terjadi :

a. kenaikan harga yang tidak wajar;

b. kelangkaan bahan material; dan/atau

c terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banijr
dan/atau kerusuhan sosial

Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan

Peraturan Bupati.

Pasal 75

. Kapitalaung mengoordinasikan  perubahan  pelaksanaan  kegiatan

pembangunan di Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.

Perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan ketentuan:
a. Penambahan nilai pagu danma kegiatan yang ditetapkan dalam
APBKampung dilakukan melalui:
1. swadaya masyarakat;
2. bantuan pihak ketiga; dan/atau
3. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau

pemerintah kabupaten.
b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APBKampung;
dan
c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan
disetujui oleh Kapitalaung.
Kapitalaung menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam hal TPK

tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



(1)

(2)

@
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Pasal 76

Kapitalaung memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati

perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.

Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan
dalam berita acara.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri perubahan
gambar Kampung dan perubahan rencana anggaran biaya dalam hal
terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan di  bidang pembangunan

infrastruktur Kampung,

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagi

Kapitalaung menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan.

Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

ditetapkan dengan keputusan Kapitalaung.

Paragraf S

Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah
Pasal 77

Kapitalaung mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan

penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan

- Kampung.

-Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi

.kegiatan:

a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;
b. pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat;
c. penetapan status masalah; dan

d. penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah,
Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;

b. mengutamakan penyelesalan masalah di tingkat TPK;
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c. menginformasikan kepada masyarakat “Kampung perkembangan

penyelesaian masalah;
d. melibatkan masyarakat Kampung dalam menyelesaikan masalah; dan

e. mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah.

" (4} Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan
secara mandiri oleh Kampung berdasarkan kearifan lokal dan
pengarusutamaan perdamaian melalui forum rapat kerja.

(5) Dalam hal rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyepakati
masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan dituangkan dalam berita

acara rapat kerja.
~Pasal 78 .

(1) ‘Pengaduan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti oleh kapitalaung, PTPKK
dan TPK, maka pengadu dapat menyampaikan pengaduannya baik secara
Jlisan maupun tulisan kepada MTK.

(2) MTK berkewajiban menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} melalui musyawarah MTK dengan mengundang
pengadu, teradw, kapitalaung, PTPKK, TPK, pendamping Profesional dan
pihak-pihak yang terkait dengan pokok pengaduan.

(3) Musyawarah MTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dilaksanakan

dengan agenda sebagai berikut :

a. mendengar dasar dan alasan pengaduan dari pengaduy;

_b. mendengar penjelasan dari teraduy; )

c. mendengar penjelasan kapitalaung, PTPKK atau TPK atas pokok
pengaduan,;

d. memberikan pendapat untuk penyelesaian pokok pengaduan;

e. menetapkan rekomendasi penyelesaian pokok pengaduan yang harus
ditindaklanjuti oleh teradu dan atau kapitalaung dan atau PTPKK dan

atau TPK dan atau pihak terkait lainnya.

(4) Dalam hal pokck pengaduan mengindikasikan adanya kerugian negara,
maka rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3} huruf ¢ wajib
disampaikan MTK kepada camat.

(5) Camat berkewajiban melakukan klarifikasi atas rekomendasi MTK
sebagaimana dimaksud pada ayat (4}.
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(6) Apabila basil Kklarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9
mengindikasikan adanya kerugian negara, maka camat melanjutkan
laporan  hasil klarifikasinya kepada pihak inspektorat setelah

berkonsultasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

{(7) Dalam hal teradu berkapasitas sebagai ASN yang terindikasi melakukan
pelanggaran prosedural yang ditetapkan peraturan perundang-undangan,
maka camat menindaklanjuti rekomendasi MTK sebagaimana dimaksud

: pada ayat (4) dengan memberikan pembinaan dan atau sanksi sesuai

. dengan kewenangannya.
Pasal 79

. {1) Selain Pengaduan disampaikan dengan mekanisme sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 78, setiap pengadu dapat
menyampaikan pengaduannya dengan cara sebagai berikut:

a. lisan dan atau tulisan kepada camat dan atau Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa;

b. mengirimkan pengaduan melalui short massage service atau Whats app
yang disedialcan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

¢. pengaduan menyangkut tindakan yang terindikasi merugikan keuangan

negara dapat disampailkan baik lisan atau tulisan kepada Inspeltorat.

(2) Camat atau Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau inspektorat yang
telah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
menindaklanjutinya dengan mengambil tindakan sesuai kewenagannya

menurut peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Pasal 80

(1) TPK menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada

Kapitalaung.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan '1%

dengan jeriis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan.
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(3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud “pada ayat (1), disusun

' berdaparkan  pertanggungawaban  terhadap penggunean dana  yeng
diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan kepada kapitalaung paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya dengan tembusan kepada Camat, Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa.
Pasal 81

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, dituangkan dalam format

. laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung.

(2) Format laporan sebaga_imaﬁa dimaksud pada ayat (1), dilampiri
dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung yang
sekurang-kurangnya meliputi :

a realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran;
b. foto kegiatan infrastruktur Kampung kondisi 0%, 40%, 80% dan 100%
yang diambil dari sudut pengambilan yang sama;
" c. foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan
kegiatan secara beramai-ramai; ,
d. fote yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan
pembangunan Kampung;
e. fot¢ yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada
tenaga kerja kegiatan pembangunan Kampung; dan
f. gambar purna laksana untuk pembangunan infrastruktur Kampung.

(3) Kapitalaung menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Kampung

berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada

_ayat (1).

Paragraf 7

Musyawarah Kampung dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Kampung

Pasal 82

4

(1) MTK menyelenggarakan musyawarah Kampung dalam rangka pelaksanaan &{'

pembangiman Kampung.
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(3)

]
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Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (i)
diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan Juni dan bulan

Desémber tahun anggaran berikutnya.

TPK menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan cara:

a. menyampaikan laporan  akhir pelaksanaan  kegiatan kepada
Kapitalaung; dan

b. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima Kapitalaung

dengan disaksikan oleh MTK dan unsur masyarakat Kampung.

Kapitalaung menyampaikan kepada MTK dengan tembusan camat dan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang laporan pelaksanaan
pembangunan Kampung berdasarkan laporan akhir TPK sebagaimana

dimaksud pada ayat (3).
Pasal 83

Masyarakat Kampung berpartisipasi menarnggapi laporan pelaksanaan

pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4).

Tanggapan masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan dengan memberikan masukan kepada Kapitalaung.

MTK, Kapitalaung, TPK dan masyarakat Kampung membahas dan
menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat Kampung sebagaimana

dimaksud pada ayat (2).

- Hasll kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam

berita acara.

Kapitalaung mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan untuk melakukan
perbaikan hasil kegiatan berdasarkan berita acara hasil kesepakatan

musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Dalam hal tanggapan masyarakat terhadap hasil kegiatan tidak dilakukan
perbaikan dan atau tidak ditindaklanjuti oleh TPK, maka masyarakat
dapat mengajukan pengaduannya menurut mekanisme yang diatur

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.




(1)

(2

(3}

(4)

)

(1)

(2)
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Paragraf 8

Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Pembangunan Kampung
Pasal 84

Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan Kampung dilaksanakan

dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan

Kampung.

Pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan dengan cara :

a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yéng periu
dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;

b. membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian dan
pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Kampung; dan

c. pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil pelaksanaan

kegiatan pembangunan Kampung.

Ketentuan pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) ditetapkan dengan peraturan Kax.npung.

Kapitalaung membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil

kegiatan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan

dengan keputusan Kapitalaung.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

Pasal85

Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Kampung.

Pemberdayaan masyarakat kampung scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan
Pemerintahan Kampung dan pembangunan Kampung yang dilakukan

secara partisipatif oleh masyarakat Kampung.



(3)

(@)

- (1)

(2)

@

@
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Masyarakat Kampung berhak melakukari pemantauan terhadap

pelalcsanaan Pembangunan Kampung.

Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Kampung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan musyawarah

Kampung dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kampung.
Pasal 86

Pemantauan pembangunan Kampung oleh masyaralkat Kampung
dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Kampung dan

tahapan pelaksanaan pembangunan Kampung.

Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJMKampung dan

RKPKampung,

Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilakukan dengan cara menilal antara lain: pengadasan barang dan/atau
jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan
administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah,

dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Kampung.

Hasil pemantauan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada
ayat {3), dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan

Kampung,
Pasal87

Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan

pemantauan dan  pengawasan  perencanaan dan  pelaksanaan

pembangunan Kampung dengan cara :

a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan Kampung;

b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan
realisasi pelaksanaan APBKampung;

c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan
Kampuﬁg; dan

d. memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Kampung.
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(2) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagsi
akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah Kampung, bupati

melakukan:

a. menerbitkan surat peringatan kepada Kapitalaung;

b. membina dan mendampingi pemerintah Kampung dalam hal
mempercepat perencanaan pembangunan Kampung untuk memastikan
APBKampung ditetapkan 31 Desember tahun berjalan; dan

c. membina dan mendampingi pemerintah Kampung dalam hal
mempercepat pelaksanaan pembangunan Kampung untuk memastikan

penyerapan APBKampung sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan pemantauan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), bupati dibantu oleh perangkat daerah Dinas

+ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Camat.

(4) Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertanggungjawab
menyampaikan hasil pemantauan dan pengawasan kepada bupati
terutama menyangkut keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan -

pembangunan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkewajiban
melakukan koordinasi untuk mengoptimalkan pemantauan dan
pengawasan terhadap pembangunan kampung bak pada tahap

perencanaan maupun pclaksanaan.

Pasal 88

Kegiatan dan format pembangunan Kampung tercantum dalam Lampiran

sebagai bagian yang tidak terpisalikan dari Peraturan Bupati ini.

BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 89

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:
a. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 29 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kampung di

Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan
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b. Peraturan ‘Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 10 Tahun 2017 tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengat
Kampung dan Rencana Kerja Pemerintah Kampung di Kabupaten Kepulaua:

Sangihe.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal9Q

Peraturan BuI-Jatj ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mnegetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturar

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauar

[

. Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna

£a_riged, 8 Februari 2018
T = /- P .
S1EN %MULAUAN SANGIHE,

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal, 8 Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

* BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2018 NOMOR 6



LAMPIRAN |
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

e

PETUNJUK TEKNIS PEMBANGUNAN KAMPUNG DI KABUPATEN KEPULAUAN

SANGIHE

‘A, Format

Keputusan Kapitalaung tentang Tim Penyusun Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Kampung

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

KEPUTUSAN KAPITALAUNG KAMPUNG ..........
NOMOR: ....... TAHUN 20.....

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KAMPUNG .

Menimbang

Mengingat

KAPITALAUNG KAMPUNG. .....

bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah

kampung .......... Tahun e dan untuk melaksanakan
ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Bupati Kepulauan
Sangihe Nomor ... Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kampung dan Rencana Kerja Pemerintah Kampung di
Kabupaten Kepulauan Sangihe maka perlu menetapkan
Keputusan Kapitalaung tentang Tim Penyusun Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Kampung Tahun....;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Sulawesi,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1822);

h



gL

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor -
5493);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S5558) schagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran




10.

11,

12.

13.

14,

13,

1.

17.

<3

Pendapatan dan Belanjz;l. Negara (Lembaran Negara

Republils ludonesia Tahtin 2016 Nemer 57, Tambahnn
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan
Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi
Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5557);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Namor 2091;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093},
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036); .
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015
tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 6);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 44 Tazhun 2016
tentanng Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016

tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita

. Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016




19,

20.

2L,

22,

23.

24.

2o

26.

27.

28.
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tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016
tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 155);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017
tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman
Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 159);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 160);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian,
Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan
Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 296);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Index
Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 300);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang



Menetapkan

KESATU

. KEDUA

KETIGA
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Pembangunan KaWasan_ﬂ Perdesaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);

29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor

5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Kepulauan sangihe Tahun 2009 Nomor 5);

31. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun

2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
Tahun 2010 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kampong ..o TARER s dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Kapitalaung ini.

Tugas Tim sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai

berikut:

a. Melakukan Penyelarasan arah kebijakan Pembangunan
Daerah;

b, Melakukan pengkajian keadaan kampung;

¢. Menyusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kampung;

d. Menyempurnakan rancanagan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah kampung disesuaikan dengan hasil
Musrenbang Kampung; dan

e. Melaporkan  hasil pelaksanaan  tugas  kepada
Kapitalaung.

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
Kapitalaung ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Tahun Anggaran....



KEEMPAT

G

Keputusan Kapitalaung i mulai
ditetapkan

berfaku pada tanggal

Ditetapkan di ..........

pada tanggal

KAPITALAUNG KAMPUNG .......... ;



LAMPIRAN

KEI;QUTUSAN _IEAEITAL%UNG ..........
. ] EAR oy FPAHUN 2000
;EIEN ‘][’AﬁGﬂ ‘WHLN 204,

TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KAMPUNG TAHUN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

KAMPUNG.........
TAHUN
JABATAN JABATAN
NO NAMA
DALAM TIM DALAM KEDINASAN
1. Pembina Kapitalaung
2. Ketna Sekretaris Kampung
Ketua LPM
3. Sekretaris
4. Anggota Perangkat Kampung
S, Anggota Lembaga Kemasyarakatan Kampung
6. Anggota Kader Pemberdayaan Masyarakat
Kampung
7 Anggota | .

KAPITALAUNG ...oimumimin
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B. Format Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang masuk ke Kampung

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE YANG MASUK KE KAMPUNG

Kampung ...
Kecamatan , :........
Kabupaten :..... *
Provinsi S

SKPD Pengelola Lokasi Kegiatan
No Program . Kegijatan Volume Satunan Pagu Dana
Program/Kegiatan {Lindongan)

T, 7 |

TR I P

=l TR
‘v_l.

Program A .Kegiata.n Al

Kegiatan A2

2 | Program B Kegiatan Bl

Kegiatan B2

3 | Program C Kegiatan C1
Kegiatan C2

4 | Program D Kegiatan D1

Kegiatan D2

Kampung...., tgl/bln/thn
Mengetahui, KETUA TIM PENYUSUN RPIJMKAMPUNG ............. ,
KAPITALAUNG ......oeeeeee .
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Format Data Kampung

1. Format Daftar Sumber Daya Alam

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

HAMPUNG — faepessossriensssnseensasrms

KECAMATAN & s

KABUPATEN

PROVINSI
No Urajan Sumber Daya Alam Volume Satuan
1. | Material Batu Kali dan Kerikil m3

. | Pasir Urug m?3
3. | Lahan Tegalan ; Ha
4. | Lahan Persawahan Ha
S. | Lahan Hutan Ha
6. | Sungai Bh
7. | Tanaman Perkebunan: Cengkeh, Lada, Kopi : Ha
9. | Air Terjun Bh-
Dan seterusnya ....

Kampung...., tgl/bln/thn

Mengetahui, KETUATIM
KAPITALAUNG ...ccovniny PENYUSUN RPJMEKAMPUNG........y
Keterangan:

Di isi dengan data sekunder dari data Potensi Kampung, Profil Kampung,
Monografi Kampung, data pendidikan dan lain-lain yang

relevan. D = SDA dalam Kampung.

K = SDA terkait Kawasan Perdesaan Wilayah Antar Kampung.

4




2, Pprmpt Daftpny SBumber Payas Manuoln
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DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

KAMPUNG i ssssassssissesssaevaonasisavss

KECAMATAN G ceaseamsimssisinis

KABUPATEN 5

PROVINSI

[No Uraian Sumber Daya Manusia Jumlah Satuan

1 2 3 &

1. | Penduduk dan Keluarga
a. Jumlah penduduk laki-laki Orang
b. Jumlah penduduk perempuan Orang
c. Jumlah keluarga Keluarga

2. | Sumber penghasilan utama penduduk
a. Pertanian, perikanan, perkebunan QOrang
b. Pertambangan dan penggalian Qrang
c. Industri Pengolahan [pabrik, kerajinan, dil) Orang
d. Perdagangan besar /eceran Dan rumah makan Orang
e. Angkutan, pergudangan, Komunikasi Orang
f. Jasa Orang
g Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, | Orang

perbankan, dll

3. | Tenaga kerja berdasarkan latar belakang
pendidikan
a. Lulusan S-1 keatas Orang
b. Lulusan SMA Orang
c. Lulusan SMP Orang
d. Lulusan SD Orang
e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah QOrang

4. | Dan seterusnya ....

KEAPITALAUNG ...ccooienny

T T T Ty

Kampung.........., tgl/bln/thn
Mengetahui, KETUATIM

Keterangan:

Di isi dengan data sekunder dari data Potensi Kampung, Profil Kampung,
Monografi Kampung, data pendidikan dan lain lain yang relevan.

D=

SDA dalam Kampung.

PENYUSUN RPJMKAMPUNG.......

K = SDA terkait Kawasan Perdesaan Wilayah Antar Kampung.

e R R e e L]
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3. Format Daftar Sumber Daya Pembangunan y

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

KAMPUNG L R— o A B O
KECAMATAN R SR
KABUPATEN
PROVINS!
No| Uraian Sumber Daya Pembangunan Jumlah Satuan
1. | Aset Prasarana Umum
a. Jalan Km
b. Jembatan Bh
¢. Dan seterusnva ...
2. | Aset Prasarana Pendidikan
a, Gedung PAUD Bh
b. GedungTK Bh
c. Gedung SD Bh
d. Gedung SMP Bh
e. Taman Pendidikan Al-Quran Bh
3. | Aset Prasarana Kesehatan
a. Posvandu Bh
b. Polindes Bh
¢. Mandi Cuci Kakus Bh
d. Sarana Air Bersih Bh
e, Dan seterusnva ...
4.| Aset Prasarana Ekonomi
a. Pasar Kampung Bh
b. Dan seterusnva ...
5. | Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
a. Jumlah Kelompok Usaha Kelompok
b. Jumlah Kelompok Usaha yang Sehat Kelompok
¢. Dan seterusnva ...
6. | Aset Beruba Modal
a. Total Aset Produktif Rp.
b. Total Piniaman Masyarakat Rp.
c. Dan seterusnvya ...
7.| Dan seterusnva ....
Kampung...., tgl/bln/thn
Mengetahui, KETUATIM
PENYUSUN

KAPITALAUNG ....covuuny

RPJMKAMPUNG....,
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4. Format Daftar Sumber Daya Sosial Budaya

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

KAMPUNG R
KECAMATAN e
KABUPATEN
PROVINSI
Uraian Sumber Daya Sosial
No Jumlah Satuan
Budaya
Kampung....... , tgl/bln/thn
Mengetahui, KETUATIM
KAPITALAUNG.,...... ) PENYUSUN RPJMEKAMPUNG....... s
Keterangan:

Sumber Daya Sosial di isi dengan budaya-budaya yang dimiliki dan
berkembang, seperti kegiatan gotong royong, peringatan hari-hari tertentu
yang masih dilakukan serta pengembangan dari kegiatan/festival seni
budaya lainnya.




e

D. Format Sketsa Kampung

A. POTRET/SKETSA

KAMPUNG POTENSI

B. DAFTAR MASALAH DAN
DARI POTRET/ SKETSA

Sketsa RW 01

A8 2
A
H [
% _
1 -q,".." ||||||||||||||||||||
i : Sungai
. Jalan
Kampung
A : Jalan
lingkungan
Y
@ws%{gf:j : Rumah
SR : Posyandu
: Tempat
Ibadah
SDN : Sekolah
vvyv : Sawah
FFF :Ladang
? : Hutan

EAMPUNG

No

Masalah

Potensi

8

Tanggul sungai
lindongan Jebol di
Lindongan c1
sepaniang 50 Meter

Batu
Tenaga

5 (lima) Anak balita
di lindongan 02
Menderita gizi
Buruk

Posyandu

Bidan
Desa

15 (lima belas) Anak
Usia Dini di
lindongan 03 belum
mendapatkan
Pelayanan
Pendidikan

Komite
Sekolah

Guru TK

Jalan Desa
Sepan jang 700
Meter di Lindongan
01 banyak
berlubang dan
becek

Pasir
Batu
Tenaga

TK Hidayah S tidak
berjalan aktif

Guru
Gedung

Lahan sawah seluas
S Hektar di
Lindongan 035
sering kali gagal
panen karena
serangan Hama

Kelompok
Tani

Dan seterusnva....
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B, PFermat Kalendar Musim

a. GAMBAR KALENDER MUSIM

o

Masalah
Kegiatan

Keadaan

Agg Sep | Okt | Nov | Des | Jan | Feb

Banjir

Penyakit

Diare

Paceklik

Banyak

Acara

Panen

Raya

Hama

Tanaman

(kelangkaan beras)

¥ 4
ongan 1| Batu
sering tergenang banjir yang Pasir
mengakibatkan 30 (tiga puluh) rumah | Tenaga
Terendam
2 | Pada musim pancarcba terdapat 12 | Posyandu
(dua belas) warga lindongan. 02 Bidan Kampung
terserang penyakit diare
3 | Pada musim kemarau terjadi paceklik

Lumbung Kampung
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F, Format Bagan Kelembagaan

a. KELEMBAGAAN KAMPUNG

b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
DARI KELEMBAGAAN KAMPUNG

Pemerintahan Administrasi Adan
Kampung Pemerintahan itikad
Kampung belum rapi baik dari
Perangkat
Kampung
Terjadi Sumber
Kekosongan Daya
Perangkat Manusia
sebanyak 2 (dua)
Formasi
Bendahara
Kampung Sumber
belum menguasai Daya
SDM managemen Manusia
keuangan dengan
Baik
MTK Hubungan MTK dengan | Sumber
Pemerintah Kampung Daya
Helum berjalan secara .
optimal Manusia
Dan seterusnya .. Kemampuan MTK
dalam pembahasan ~ [Sumber days
Peraturan Kampung manusia
Masih lemah




G. Format Daftar Gagasan Lindongan/Kelompok
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DAFTAR GAGASAN LINDONGAN/KELOMPOK ..........

KECAMATAN: ....cciiecmmmmrmmrsnrrnasrane
KABUPATEN:
PROVINSI
Lokasi Prakiraan Penerima Manfaat
No Gagasan Kegiatan Satuan
Kegiatan Volume Laki-laki Perempuan A-RTM
.
1. | Rehabilitasi Gedung Posyandu Lind 01 1 Unit] LS ~ 27|
2. | Pembangunan jaringan irigasi Lina. 02 dan 1.200 Meter] 100 : 125 90
03
3. | Pelatihan tata boga Lind 0l dan 15 Orang] 5 10 9
02
Dan seterusnya ...
Kampung......., tgl/bln/thn
Mengetahui, . KETUATIM
KAPITALAUNG ......... 50 PENYUSUN RPJMKAMPUNG.......... o
Keterangan:

A-RTM: Anggota Rumah Tangga Miskin.



H. Format Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung

KAMPUNG
KECAMATAN
KABUPATEN

PROVINSI H

A7

REKAPITULASI USULAN RENCANA
KEGIATAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

Usulan Rencana Kegiatan Berdasarkan Bidang

Rencana Lokasi

Kegiatan

Prakiraan

PenerimaManfaat

Satuan

Volume Laki-laki Perempuan

A-RTM

Bidang Penyelengearaan Pemerintaban Kampung

1. Kegiatan penetapan dan penegasan batas Kampung
2. Kegiatan pendataan Kampung
3. Dan seterusnya ...

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung

1. Kegiatan pemeliharaan jalan
2. Kegiatan pembangunan irigasi
3. Dan seterusnya ...

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Kegiatan pembinaan PKK
2. Pelaksanaan Siskamling
3. Dan seterusnya ...

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Kegiatan pelatihan tata boga
2. Kegiatan pelatihan teknologi tepat guna
3. Dan seterusnya ...

Mengetahui,
KAPITALAUNG............

Kampung......., tgl/bln/thn

KETUA TIM PENYUSUN RPJMKAMPUNG...,
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5 Posmot Boasdta Acarn Pelnlksanaan Ponglajlan Kondaan Kampung

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN KAMPUNG

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kampung, di Kampung .......... KKecamatan .......... Kabupaten Sangihe Provinsi
Sulawesi Utara, pada :

© Hari dan Tanggal ... R R R
Jam e P N e e e L P e e
- Tempat i e e R A SR R

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Kampung yang dihadiri oleh Kepala
Dusun, wakil dari Kelompok, Warga Dusun, Tokoh Masyarakat dan unsur lain yang
terkait di Kampung sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan
yang dilakukan didalam proses pengkajian Kampung tersebut adalah :

| R -
IR a—— :
3 i H

4. Dan seterusnya .....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung
jawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.,

Kampung........., tgl/hln/thn
Mengetahui, KETUA TIM
KAPITALAUNG ........ i _ PENYUSUN RPJMKAMPUNG.....,
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J. Format Laporan Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Kampung

LAPORAN
PELAKSANAAN PENGEAJIAN KEADAAN KAMPUNG
Kampung i, sisilsisrmes s issiosr i rankiiasssria e,
| G107 o o T2 L= o U
Kabupaten :
Provinsi

L

IL.

I1L.

v,

VI

Latar Belakang, {Contoh) :

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan kampung
adalah ketersediaan RPUMKampung dan RKPKampung Karena kedua dokumen
tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan
jangka pendek Kampung, maka kualitas RPJMKampung dan RKPKampung
menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya,
kualitas dokumen maupun kesesuajan dengan perundang-undangan.
Pengkajian Keadaaan Kampung. adalah merupakan proses wajib yang harus
dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen
Perencanaan Kampung.

Tujuan, (Contohj :

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:
a: Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sangihe;

b. Pengkajian potensi Kampung;

c. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Xampung;

d. Pengkajian permasalahan yang dihadapi;

e. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat.

Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Kampung, (Contoh) :

Pengkajian keadaan Kampung dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMKampung
dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung,

Pendekatan dan Metode, (Contoh) :

Pengkajian keadaan kampung dilakukan secara partisipatif dengan
menggunakan metode PSMK (Perencanaan Partisipatif Pembangunan
Masyarakat Kampung).

Alat Xaji dan Instrumen, (Contoh) :
Alat kaji yang digunakan adalah Sketsa Kampung, Kalender Musim dan Bagan
Kelembagaan.

Proses Pelaksanaan, (Contoh) :

a. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah
kebijakan pembangunan Kabupaten;

b. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun
untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan
menggunakan alat kaji tersebut di atas;

¢. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun
untuk mengenali peluang pendayagunaan sumber daya Kampung;

d. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun
untuk merumuskan Usulan rencana kegiatan; :
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e. Membuat rekapitulast usulan rencana kegiatan pembangunan Kampung dari
dusun dan/atau kelompok masyarakat. ¥
VII. Hasil
1. Data Kampung yang sudah diselaraskan.

2. Data rencana program pembangunan Kabupaten yang akan masuk ke
Kampung.

3. Data rencana program pembangunan kawasan perkampungan.

4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Kampung dari dusun
dan/atau kelompok masyarakat.

VIII. Rencana Tindak Lanjut
Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan Pembangunan Kampung.

Kampung......, tgl/bln/thn
Mengetahui, KETUATIM
KAPITALAUNG....vtussunen , PENYUSUN RPJMEKAMPUNG.....,

---------------------------------------
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K. Format Berita Acara Musyawarah Kampung Pg_pyusunan RPJMKampung

BERITA ACARA MUSYAWARAH KAMPUNG
PENYUSUNAN RPJMKampung

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kampung melalui Musyawarah Kampung, telah diadakan Musyawarah
Kampung di Kampung.......... Kecamatan .......... Kabupaten Sangihe Provinsi
Sulawesi utara dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kampung, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal § wiciasivniiasammsasis
Jam e o B R
Tempat R PPy

yang dihadiri oleh Kapitalaung, unsur Perangkat Kampung, MTK, wakil-wakil
kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur
pimpinan dalam Musyawarah Kampung ini adalah:

A. Materi

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah R — dari ....eevieeiiaeiieennes

Notulen e —— S Lo 21 o R

Narasumber s i PRSI s s 5 g
e dari s anays

3. Dan seterusnya.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta

Musyawarah Kampung menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi
kesepakatan akhir dari Musyawarah Kampung dalam rangka penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, yaitu:

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungiawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kampung........, tgl/bin/thn

Mengetahui, ; KETUAMTK
KAPITALAUNG....cccovnrrney KAMPUNG ....,

L P T T T ey ¥

WAKIL MASYARAKAT
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L. Format Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung

RANCANGAN RPJMKAMPUNG

TAHUN: ..o
KAMPUNG 5
KECAMATAN H
KABUPATEN
PRQVINSI
Bidang/ Jenis Kegiatan Wektu Pelaksanagn Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Prakiraan Pota Pelaksanaan
© Lokasi Prekiraan | Sasaran/
. & flodcogen) Vo Mantzed Tahmn | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Kej: Kerqasa
Bidarg Sub Bidang K:?:m Ta:m“ 2 3 4 5 g (I JiRe Sl st | O Pihnge[;'::a
a b c D E ! g h i i X ! m n 0 » Q 4 3
a
b
i c
1| Pemeintzhan | d
Kampung
e
f
g
Jugiah Pes Bidang 1
a
b
A2 Pmmn o
d




=

f
9
h
i
JumiahPerBidang 2
N
a
b
: e J
Pembinaan u
| Kemasyarakatan | d
Kampung
e
i
9
Jumiah Per Bidang 3
a
Pemberdayaan b
Masyarakat
Kampung [
d.
Jumiah Per Bidang 4
JUMLAH TOTAL

Mengetahui :

Kapitalaung

5B o e ,Tanggal, «., ey et
Disusun cleh:

Tim Penyusun RPMKampung

(o)
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M. Format Berita Acara Penyusunan Rancangan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Kampung

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMKAMPUNG

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Kampung di Kampung....... Kecamatan ,.... ..Kabupaten

Sangihe Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka penyusunan rancangan
RPIMKampiing, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal .............................
Jam f heeEEeEsERESISIEREEEEREESSIE
Tempat b AR RIS SR E

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJMKampung oleh Tim
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung
sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan
Ren(f{ana Pembangunan Jangka Menengah Kampung adalah sebagai
berikut:

4 Dan seterusnya.

Hasil kegiatan berupa rancangan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kampung sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kampung...... +» tgl/bln/thn
Mengetahui KETUATIM
KAPITALAUNG........., PENYUSUN RPUMKAMPUNG.....,

L e T T T R N I T L]




295.

N, Sistematika Rancangan Rencana Pembangunan Jangka
" Menengah Kampung ‘

Secara umum Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kampung disusun dengan mengacu sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
'BAB [ PENDAHULUAN
a. Latar belakang
b. Landasan Hukum
BAB I GAMBARAN UMUM KAMPUNG
a. Sejarah Kampung
b. Kondisi Umum Kampung (Geografis & Demografi)
¢ Struktur Organisasi Pemerintah & Kelembagaan Masyarakat Kampung
BAB 1II VISI DAN MISI
a. Visi
b. Misi
c. Nilai
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
a. Tujuan
b. Sasaran
BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN KAMPUNG
a. Analisis lingkungan Eksternal dan Internal
b. Faktor Penentu Keberhasilan
¢. Analisis Skala Prioritas
d. Strategi Pembangunan
BAB VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KAMPUNG
a, Pendapatan
b. Belanja
¢. Pembiayaan
BAB VIl KEBIJAKAN UMUM KAMPUNG
a. Penyelenggaraan Pemerintahan
b. Pembangunan
¢. Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat
BAB VIli PROGRAM PEMBANGUNAN KAMPUNG
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung
b. Bldang Pembangunan Kampung
¢. Bidang Pemblnaan Kemasyarakatan Kampung
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung
BAB IX PENUTUP
a. Kesimpulan
b. Saran

Lam piran:

Peraturan Kampung (yang bernhubungan dengan RPJMKampung)
Keputusan Kapitalaung (yang berhubungan dengan RPJMKampung)
Peta, Sketsa Kampung

Dokumentasi Kampung/Kegiatan

Format-format.

Gk W




-26-

Format Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Kampung Penyusunan Rencana Pembangunan Kampung

BERITA ACARA

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG
PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGEA
MENENGAH KAMPUNG

Berkaitan dengan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Kampung di Kampung .......... Kecamatan ...........
Kabupaten Sangiihe Provinsi Sulawesi Utara pada :

Hari dan Tanggal 1 .. i
Jam R R hoa s v L
Tempat i b e el e

telah diadakan acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung
yang dihadiri oleh Kapitalaung, unsur Perangkat Kampung, MTK, wakil-
wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Kampung ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah
dan narasumber adalah :

A. Maten

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : .........ccccooviiiinnne RETL 2 irnsmprsiainsionivenpasss

Notulen G R e CEEL f rvsissrsnsnbhnimentipsnni

Narasumber A i b aas R b Gt i 11 R PP
2 s i i ClATT s snnas e

3. Dan seterusnya .

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh
peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung menyepakati
beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung dalam rangka
penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
KKampung yaitu :

(AR I ;
B coareamanss passms A Rt ;
B o donda TR TR ,
7, IR SNSRI ;

S. Dan seterusnya.
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Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
ungeungjawnb agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kampung........, tgl/bln/thn
MTK.., KAPITALAUNG....... s
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P. Format Peraturan Kampung tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kampung

KAPITALAUNG KAMPUNG.. ”
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

PERATURAN KAMPUNG ..........
NOMOR ..... TAHUN .....
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KAMPUNG.......
TAHUN i

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KAPITALAUNG KAMPUNG............ )

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, Pemerintah Kampung wajib menyusun
perencanaan pembangunan Kampung  sesuai
dengan kewenangannya dengan mengacu
pada perencanaan pembangunan Kabupaten;

b. bahwa perencanaan pembangunan Kampung
sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung
untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana
Kerja Pemerintah Kampung untuk jangka waktu 1
(satu) tahun yang merupakan penjabaran dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung
yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan
Kampung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalamm huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Kampung tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kampung ..........
Talman e

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat @I di Sulawesi,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

. Indonesia Nomor 5234},

3. Undang-Undang Nomor 6 Tehun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495); :




4.

16,

5

12,

13.

14.
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Wndang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717};
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah beberapa kali teralkhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembarat Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan
Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di
Provinsi Sulawesi Utara, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2091; -

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2014 tentang Pemilthan Kepala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesiatahun 2015 Nomor
2036};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun
2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan
Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita * Negara



15.

16.

17.

18,

1€,

20.

21.

22.

23.

24,

25,

26,

i

28,

29,
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Republik Indonesia Tahun_ 2016 Nomor =B

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1038);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun
2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomeor 1099);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun
2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017
tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pedoman Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015
tentangPendampingan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015
tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016
tentang Index Desa Membangun (Berita - Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2016
tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
(Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor
1883);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
Nomor S5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
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30. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 tahun
2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
FErs G, (Bt Ty ki
Hesapen, (RSN anBPlo NOREE g Heupae
Dengan Kesepakatan Bersama

MAJELIS TUA TUA KAMPUNG.... iviieicimeiinnes
Dan

KAPITALAUNG KAMPUNG.....

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN KAMPUNG TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KAMPUNG .......... TAHUN .....

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kampung ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

o

=

10.

11.

Kampung adalah Kampung .......... (nama Kampung).

Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Kampung adalah Kapitalaung dibantu perangkat
kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
kampung,

Majelis Tua-Tua Kampung yang selanjutnya disingkat MTK
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis.

Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Sangihe sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah,

Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.

Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat
Daerah.

Peraturan Kampung adalah peraturan Perundang-Undangan
vang ditetapkan oleh Kapitalaung setelah dibahas dan
disepakati bersama MTK.

Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban
Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung,

Aset Kampung adalah barang milik Kampung yang berasal dari
kekayaan asli Kampung, dibeli atau diperoleh atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau perolehan
hak lainnya yang sah.



12,

13.

14,

15

16.

17.

18.

19,
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Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas
hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat Kampung.

Kawasan PerKampungan adalah kawasan yang mempunyai
kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya
alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
permukiman perkampungan, pelayanan jasa pemerintahan,
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pemberdayaan  Masyarakat Kampung adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat
dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan,
perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan
sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan,
dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan
prioritas kebutuhan masyarakat Kampung.

Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain
adalah musyawarah antara MTK, Pemerintah Kampung, dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh MTK untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung dan

selanjutnya disingkat Musrenbang Kampung adalah forum
musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif
oleh para pemangku kepentingan KXampung (pihak
berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak
yang akan terkena dampak hasil musyawarah).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang
selanjutnya disingkat RPJMKampung adalah Rencana
Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6
(enam) Tahun yang memuat visi dan misi Kapitalaung, rencana
penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan
pembangunan  Kampung, pembinaan kemasyarakatan,
pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan
Kampung.

Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya disebut
RKPKampung merupakan penjabaran dari RPJMKampung
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana
penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

Kondisi ~ Obyektif Kampung adalah  kondisi yang
menggambarkan situasi yang ada di Kampung, baik mengenai
sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber
daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain,

- keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan

keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas
dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan
teknojogi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan
perdamaian, serta kearifan lokal.
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20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya
disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Kampung, yang dibahas dan disepakati bersama
oleh Pemerintah Kampung dan MTK, yang ditetapkan dengan
Peraturan Kampung.

21. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi
Kampung yang ditransfer melalui Anggaran pendapatan dan
belanja daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
22.Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah
dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
setelah dikurangi PDana Alokasi Khusus.

23. Profil Kampung adalah gambaran menyeluruh mengenai
karakter kampung yang meliputi data dasar keluarga, potensi
sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan,
prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan
permasalahan yang dihadapi di kampung.

24.Visi Kapitalaung adalah suatu gambaran tantangan masa
depan yang berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh
Kapitalaung pada saat pencalonan berdasarkan keadaan
obyektif Kampung.

25. Misi Kapitalaung adalah pernyataan tentang sesuatu yang
harus dilaksanakan oleh Kapitalaung agar Visi dapat
terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan
penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara
efektif dan efisien.

BAB 1II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung ... Tahun ...
disusun dengan sistematika sebagai berikut :
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KATA PENGANTAR

DAFTAR IS]
BAB I PENDAHULUAN

a. Latar belakang
b. Landasan Hukum
BAB I GAMBARAN UMUM KAMPUNG
a. Sejarah Kampung
b. Kondisi Umum Kampung (Geografis & Demografi)
c. Struktur Organisasi Pemerintah & Kelembagaan Masyarakat
Kampung
BAB I VISI DAN MISI
a. Visi
b. Misi
¢ Nilai
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
a. Tujuan
b. Sasaran
BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN KAMPUNG
a, Analisis lingkungan Eksternal dan Internal
b. Faktor Penentu Keberhasilan
c. Analisis Skala Prioritas
d. Strategi Pembangunan
BAB VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KAMPUNG
a. Pendapatan
b. Belanja
¢. Pembiayaan
BAB VII KEBIUAKAN UMUM KAMPUNG
a. Penyelenggaraan Pemerintahan
b, Pembangunan
c. Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat
BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN KAMPUNG
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung
b. Bidang Pembangunan Kampung
¢. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung
BAB IX PENUTUP
a. Kesimpulan
b. Saran

Lampiran :

Peraturan Kampung (yang berhubungan dengan RPJMKain)
Keputusan Kapitalaung (yang berhubungan dengan RPJMKam)
Peta, Sketsa Kampung

Dokumentasi Kampung/Kegiatan

Format-format.

U

(2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan
dan pedoman bagi Pemerintah Kampung untuk penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kampung dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Kampung ini.
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Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung
Tahun ..... merupakan landasan dan pedoman bagi
Pemerintah Kampung dan MTK dalam pelaksanaan

pembangunan 6 (enam) Tahun.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Kampung ini disusun Rencana
Kerja Pemerintah Kampung yang merupakan penjabaran
dari Rencana Pembangunan Jangka Menengaeh Kampung

untukjangka waktu 1 (satu) Tahun.

Pasal 5

Rencana Kerja Pemerintah  Kampung sebagaimana
dimaksud pada Pasal 4 merupakan landasan dan pedoman
bagi Pemerintah Kampung dalam menyusun Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kampung serta pelaksanaan
pembangunan Kampung,

Pasal6

Rencana kegiatan pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Kampung dapat diadakan perubahan apabila :

(1) Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis
politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang
berkepanjangan; atau

(2) Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah

Daerah.

21—
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BAB III
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

Agar setlap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kampung ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Kampung.

Ditetapkan di ..........
pada tanggal ...............

KAPITALAUNG....... .

Diundangkan di ..... il
pada tanggal .......cceunne.

SEKRETARIE KAMPUNG.......,

Bid s BEFAREIAARERAAREASRERAARERIRERS #a

LEMBARAN KAMPUNG ........ TAHUN e NOMOR i

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

JABES EZAR GAGHANA




LAMPIRAN [I -
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBANGUNAN KAMPUNG DI KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE

A. Format Berita Acara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung

Melalui Musyawarah Kampung

BERITA ACARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH KAMPUNG MELALUI MUSYAWARAH KAMPUNG

Berkaitan dengan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah

Kampung di Kampung....... .. Kecamatan . .. ..... Kabupaten Sangihe
Provinsi Sulawesi Utara pada :

Hari dan Tanggal : ...... EE e e

Jam § hasisr i aaen b e pr A 43

Tempat e e o et
telah diadakan acara Musyawarah Kampung yang dihadiri oleh
Kapitalaung, unsur Perangkat Kampung, MTK, kelompok masyaralkat,
sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam MusyawarahKampung ini serta yang bertindale
selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimnpinan, Musyawanah. ... St RIS ol bt bbb i b8 50 b
Notulen A R B L R T LT & o rpepe R 9a 4 s
Narasumber I (v Yy S e e e LT s o L sl ot e b s
D e T Ny R A AT spanmeanoatemirgesanyssads H_
3. Dan seterusnya.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh
peserta Musyawarah Kampung menyepakati beberapa hal yang
berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Kampung
dalam rangka penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah
Kampung, yaitu :

3. Dan seterusnya.
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Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
taunggungjawab agar dapat dipergunakan sebegaimana mestinya.

Kampung......., tgl/bln/thn
KAPITALAUNG ......., KETUA MTX .....,

AR AE R R RIS PR R R RN AR R R e I e T T T T T T,

WAKIL MASYARAKAT,

L R L L T




hl
Format Keputusan Kapitalaung Tentang Tim Penyusun Rencana Kerja

Pemerintah Kampung

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

KEPUTUSAN KAPITALAUNG KAMPUNG.......
NOMOR: .......TAHUN 20.....

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG

Menimbang

Mengingat

TAHUN ...
KAPITALAUNG KAMPUNG.......... )

bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan
penyusunan Rencana Pembangunan  Kampung
Kampung....... Tahun ....., maka perlu membentuk Tim
Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Kampung
Paliant e g

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan
Kapitalaung... tentang Pembentukan Tim Penyusun
Rencana Kerja Pemerintah Kampung Tahun ...... i

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I di Sulawesi, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tehun
2014 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor S8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor $679);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20l4 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) scbagaimana telah diubah dengan




10.

Tl

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18,

19.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah a Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor &0
Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud
menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi
Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5557);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015
tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 20135
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 53);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016

tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);




20,

21.

22,

23.
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25.

26,

27,

28.

29.

30,

31.

32,

33.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 201'6
tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik
nelonesia Tahun 2016 Nomor 1099);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016
tentang  Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 155);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskdla Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman
Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa {Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 159);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
160);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian,
Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha
Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 296);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 2 tahun 2016 tentang Index Desa
Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 300);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembangunan
Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 359);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 22 tahun 201é tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5
Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan sangihe
Tahun 2009 Nomor 5); ‘

Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 tahun 2010
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2010
Nomor 23)
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MEMUTUSKAN :

Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Kampung Tahun .....
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kapitalaung ini.
Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai
tugas sebagai berikut :

a. Pencermatan pagu indikatif kampung dan penyelarasan
program/kegiatan yang masuk ke kampung;

b. Pencermatan ulang dokumen RPJMKampung;

c. enyusun Rencana Kerja Pemerintah Kampung Tahun ..;

d. meyusun Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Kampung

¢. melaporkan hasil penyusunan Rencana Pemerintah
Kampung Tahun ..... kepada Kapitalaung; dan

f. mensosialisasikan hasil penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Kampung Tahun ..... kepada masyarakat.
Biaya  yang timbul scbagai akibat dengan ditetapkannya
Keputusan Kapitalaung ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kampung Tahun Anggaran ......

Keputusan Kapitalaung ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di ..........
pada tanggal.......

KAPITALAUNG KAMPUNG...,

AsriidaaBeaseBaaagn SRA4EEB g ga000n00



(1]

LAMPIRAN
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KEPUTUSAN KAPITALAUNG ..........

NOMOR: .....

TENTANG PEMBENTUKAN

KAMPUNG TAHUN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG

TAHUN .....
JABATAN JABATAN
NO NAMA
DALAM TIM DALAM KEDINASAN
1. Pembina Kapitalaung
£ Ketua Sekretaris kampung
3. Sekretaris Ketua LPM
4. Anggota Perangkat Kampung
Lembaga Kemasyarakatan
S. Anggota Kampung
6. Anggota Kader Pemberayaan Masyarakat
Kampung
7 Dan seterusnya ...

KAPITALAUNG KAMPUNG..,
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C. Format Pagu Indikatif Kampung

PAGU INDIKATIF KAMPUNG

Kampung
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Indikatif Program/

No
Kegiatan Kampung

Sumber Dana Indikatif

Dana

(APBN)

Kampung

Alokasi
Dana
Iampung]

(ADK)

Dana

Bagian

Bantuan

Keuangan

Pajak
dan

Retribusi

APBD APBD

Prov Kab

1 Bidang Penyelengaraan
Pemerintahan Kampung

1. Kegiatan A
2. Kegiatan B
3. Dan seterusnya ...

I | Bidang Pembangunan
Kampung

1. Kegiatan A
2. Kegiatan B
3. Dan seterusnya ...

II1 | Bidang Pembinaan

Kemasyarakatan

1. Kegiatan A
2. Kegiatan B
3. Dan seterusnya ...

Bidang Pemberdayaan
Masyarakat

1. Kegiatan A
2. Kegiatan B
3. Dan seterusnya ...

Kampung............. , tgl/bin/thn
KETUATIM
PENYUSUN RKPKAMPUNG.,,

sssssnssssase ss40sssudinpansaana [TEYFITLY]
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B, Eaemas Progeam Han Moglnean Pambaspuasn Yeng faesils
e Kampung

DAFTAR RENCANA PROGRANM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN SANGIHE YANG MASUK KE

KAMPUNG
Kampung A o A S R A A
Kecamatan i wovaississsimas sy i
Kabupaten
Provinsi
Prakiraan
Asal Program/ Nama Prakiraan
No Pagu
Kegiatan Program/Kegiatan Pelaksana
Anggaran
1 | Dari Pemerintah
Pusat [APBN)
2 | Dari Pemerintah
Provinsi
3 | Dari Pemerintah
Kabupaten
4 | Dari Penjaringan
Aspirasi
Masyarakat oleh
DPRD
5 | Dan seterusnya
Kampung......cceeees , tgl/bin/thn
KETUATIM

PENYUSUN REKPEKAMPUNG.......,
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Format Berita Acara Penyusunan Rancangan REPKampung

BERITAACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN REPKAMPUNG

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKPKampung di Kampung
....... Kecamatan .......... Kabupaten Sangihe Provinsi Sulawesi Utara dalam

rangka penyusunan rancangan RKPKampung, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal .............................
Jam S,
Tempat R A PR S TS

telah diselesaikan peanyusunan rancangan RKPKampung olch Tim Penyusun
RKP Kampung sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan
RKPKampung adalah sebagai berikut :

4 Dan seterusnya ..
Hasil kegiatan bempa rancangan RKPKampung sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kampung.......... y tgl/bln/thn
Mengetahui KETUATIM

KAPITALAUNG PENYUSUN RKPKAMPUNG....,

RN TEY 4 »
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Sistematilka Rancangan RKPKampung -

Secara umum Rancangan RKPKampung disUsun dengan mengacu sistematika
sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN
2.1 Kebijakan Pendapatan Kampung
2.2 Kebijakan Belanja Kampung
2.3 Kebijakan Pembiayaan Kampung

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RKPKAMPUNG DAN PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN
3.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPKampung Tahun Sebelumnya
3.2 Permasalahan Pembangunan

BAB IV RENCANA PRCGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

KAMPUNG

4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kampung

4.2 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kabupaten,
Provinsi dan Pusat

4.3 Pagu Indikatif Kampung Masing-Masing Bidang

BAB V PENUTUP

Lampiran-lampiran
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Format Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kampung

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG

TAHUN .....
KAMPUNG
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI
Bidang/Kegjlatan Biaya Pola Pelal
Rencana
Sasaran/ Waktu Kerjasama | Kerjasama
" | No Lokasi Vol Pelaksana
Bidang Kegiatan Manfaat Pelaksanaan Jm! Sumber |Swakelola Antar Pihak
Kegiatan
Kampung Ketiga
1 | Pemyelenggaraan
Pemerintah
Kampung
I | Pembangunan
Kampung
il | Pembinaan
Kemasyarakatan
IV | Pemberdayaan 1
Masyarakat
1
Kampung,...u.u, tgl/bln/thn
Mengetahui TIM PENYUSUN RKPKampung ....

KAPITALAUNG....onverssnes

T TRCLTE T



Hy
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it Dopltn fin dm Yhaow Aesws DD moge Mooty Mubrawdean
Boroi Sntes s hetiie P DT st Mokl Muhpare

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG
PENYUSUNAN RANCANGAN RKPEAMPUNG

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKPKampung di Kampung.......
Kecamatan .......... Kabupaten Sangihe Provinsi Sulawesi Utara pada:
Hari dan Tanggal B R L A K R
Jam S T
Tempat T I IT
telah diadakan acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Kampung yang dihadiri oleh Kapitalaung, unsur Perangkat Kampung,
Majelis Tua-Tua Kampung, wakil-wakil kelompok masyarakat,
sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Kampung ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah
dan narasumber adalah :

A, Materi

..........................................................................................................

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah! ........c.ccoevivieennnes "L o

Notulen T (LT T I AT dati il insese

Narasumber e Ly s darl i aa
P S P dari e PO e e

3. Dan seterusnya.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh
peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung menyepakati
beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung dalam rangka
penyusunan rancangan RKPKampung, yaitu :

5. Dan seterusnya ...
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Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kampung......., tgl/bln/thn

KETUAMTK KAPITALAUNG......,
KAMPUNG ...... s

e T P T FESABENSFRARE RN RN R SRR AR R

WAKIL MASYARAKAT,



Menimbang

Mengingat
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Format Peraturan Kampung tentang Rencana Kgrja Pemerintah Kampung

KAPITALAUNG KAMPUNG..........

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

PERATURAN KAMPUNG..........
NOMOR ..... TAHUN ......
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG.......

TAHUN . uine

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

KAPITALAUNG KAMPUNG.......... 3

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam

Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, Pemerintah Kampung wa jib menyusun
perencanaan Pembangunan Kampung sesual
dengan kewenangannya  dengan  mengacu  pada
perencanaan pembangunan Kabupaten;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung
untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja
Pemerintah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Kampung yang keduanya ditetapkan
dengan Peraturan Kampung;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu .
menetapkan Peraturan Kampung tentang Rencana Kerja
Pemerintah Kampung .......... Tahum oo

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II di Sulawesi, {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negare Republik
Indonesija Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun. 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun



10.

QI

12

13.

14,

15:

16.

-82-

2014 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negarz
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Peiaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesis
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dess
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomot
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dans
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5864);
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud
menjadi Kabupaten Kepulanan Sangihe di Provinsi Sulawesi
Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5557);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015
tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang  Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5); .
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
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18.

19.

20,

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28,

29,

30,

31.

aa.
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. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesie
Tahun 2016 Nomor 53);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 201€
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesie
Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 201€
tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negars
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 201€
tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomeor 1099);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 201€
tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negars
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 201€
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negars
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89}

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 155);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia 'ahun
2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman
Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 159);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
160);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian,
Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha
Militk Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 296);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 2 tahun 2016 tentang Index Desa
Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 300);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembangunan
Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 359);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 22 tahun 2016 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5
Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan sangihe
Tahun 2009 Nomor 5); -
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33. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 tahun 2010
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2010
Nomor 23).

Dengan Kesepakatan Bersama
MAJELIS TUA-TUA KAMPUNG.... ...cocvviiivminnnn.

dan

KAPITALAUNG KAMPUNG..........

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH KAMPUNG .......... TAHUN. .oous
IPasal 1
{1) Rencana Kerja Pemerintah Kampung .......... Tahun ..... disusun dengan

(2)

sistematika sebagai berikut:

BAB | PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

BABII GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1 Kebijakan Pendapatan Kampung
2.2 Kebijakan Belanja Kampung

2.3 Kebijakan Pembiayaan Kampung

BAB Il EVALUASI PELAKSANAAN RKP KAMPUNG
DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

3.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPKampung Tahun Sebelumnya
2.2. Permasalahan Pembangunan

BAB IV RENCANAPROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KAMPUNG
4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kampung
4.2 Prioritas Program dan Kegiatan Skala
Kabupaten, Provinsi dan Pusat

4.3. Pagu Indikatif Kampung Masing-Masing Bidang

BAB V PENUTUP
Lampirantlampiran J{-

Rencana Ker:ja Pemerintah Kampung Tahun ..... sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Kampung ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Kampung ini.
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Pasal 2 "

Reircana Kerja Pernerintah Kampung Tahun ..... merupakan landasan
dan pedoman bagi Pemerintahan Kampung, Lembaga Kemasyarakatan

Kampung dan masyarakat dalam peiaksanaan pembangunan Kampung
Tahun ..... .
Pasal 3

RKPKampung dapat diubah dalam hatl :

a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b. Terdapatperubahan mendasar  atas kebijakan Pemerintah,
PemerintahDaerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal4
Perubahan RKPKampung sebagaimana dimaksud dalam Pasai 3 dibahas

dan disepakati bersama dengan MTK dalam Musrenbang Kampung dan
selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Kampung ini selanjutnya disusun APBKampung
Tahun Anggaran ..... :

Pasal 6

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sectiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Kampung ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kampung.

Ditetapkan di Kampung....,.
pada tanggal .........

KAPITALAUNG....... :

Diundangkan di ..........
pada tanggal ...............

SEKRETARIS KAMPUNG....... ,

LEMBARAN KAMPUNG..........TAHUN...... NOMOR.........



J. Format Daftar Usulan RKPKampung
DAFTAR USULAN RKPKAMPUNG
TAHUN .....
KAMPUNG aim
KECAMATAN  « v
KABUPATEN sratrmsan
PROVINSI L ———
Prakiraan Prakiraan Biaya dan
Bidang/Program/Kegiatan Sasaran/
No Lokasi Volume Waktu Sumber Pembiayaan
Manfaat
. = Pelaksanaan
Bidang Program/ Kegiatan : Jumlah Sumber
1 | Penyelenggaraan
Pemermta% an
Kampung
Jumlah Per Bidang 1 '
Pembangunan
2 | Kampung
Jumlah Per Bidang 2
3 | Pembinaan :
Kemasyarakatan

Jumlah Per Bidang 3




. =
- - . A o s " -
. B
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Prakiraan Prakiraan Biaya dan
Bidang/Program/Kegiatan Sasaran/
No Lokasi Volume Waktu Sumber Pembiayaan
Manfaat
Pelaksanaan
Bidang . Program/ Kegiatan Jumlah Sumber
A.Pemberdayaan
Mas yarakat
Jumlah Per Bidang 4
JUMLAH TOTAL
Kampung......ccc.ce.e, , 1gl/bln/thn
KETUATIM
Mengelahui PENYUSUN RKPKampung ......... .

KAPITALAUNG.. ....ccvuss

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

ABES EZAR GAGHANA



LAMPRAN Il

PERATURAN BUPAT! KEPULAUAN SANGIHE
NOMQR: 6 TAHUN 2018

TENTANG  PETTUNJUK TEKNIS PEMBANGUNAN

SANGILE,

A FORMAT PERENCANAAN .
L FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE KAMPUNG

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANQUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE KAMPUNG

FORMAT PEMBANGUNAN KAMPUNG

KAMPUNG DI RABUPATEN KEPULAUAN

IKAMPUNG sl SEaAN oA bttt A e S b o s b e i [TTTT wblh s ea s .
KECAMATAN:
KABUPATEN:
PROVINSI
= SK{PD Pengelola Lokast Keptatan - Pagu Dana
2, 2
No Program/ Kegiatan Prograin/ Kegiatan (Lindongan) Voluine Satuan (Rp.)
e 3 i
% -
— ¥ i
e
s Kampung .........occonmeanny 1A0RGAL ey nay oonn
Mcengetahui, Kelua Tim Penyusun RPJMKampung
Kapitalaung




1I. FORMAT DAETAR SUMBER DAYA ALAM

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM-~

KAMPUNG
KECAMATAN :
MBUPATEN : BdagdbrsddanppidanEaen LER L LR dddasEbisdapbibinaEs PldaEsbda R brdadnmiprenmnEd diddptbniaRbERARAERRRS " LEER ] ‘
BROWVINET 55 ddoassi et e s s e i eb gtk rr e e e 44w s da PR Al el | Ry L immnns :
No Uraian Sumber Daya Alam Volume Satuan
CONTOH 5
1 Material batu kali dan Kerikil 400,000 m3
2 APBSIT UTUG ettt 700,000 L
<] Lahan Tegalan 11,128 Ha
4 Lahan Persawahan 1, 104 Ha
5 Lahan Hutan 35,000 Ha -
________ 6 . |Sungai 8,124 Ha
7 |Tanaman Perkebunan : Cenglteh, Lada, Kopi, Panii 5, 500 Ha
__ 8 |Air terjun o T i 4 bh
i 9 -----
- oy = # R
LIPUNG wovvrvesrnrnsies, BOEGAL Loy viiry caes
Mengetahui
Kapitalaung Keiua Tm Penyusun RPJMKampung
{ -------------------- AR R R AR R R RN N A RIS AR RRR R ) ( .................................. Fasang Wik e i ,
Keterangan:

Diisi dengan data sekunder dari data Potensi Kampung, Profil Kampung, Monografi
Kampung, Data kependudukan catlatan sipil, data pendidikan dil yang relevan

D = 8DA dalam Kampung

K = SDA terkail Kawasan Perkampungan/ Wilayah Antar Kampung
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[ll. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

KAM PUNG

KECAMATAN | iuaim s nasm s nm s s 00 000000000 008008880 0880000000588 B 48 08050 50 B 8 LSRR S LS 408 504 B 6 888 B 8§ s B e
R R A N L e R o R e T TR 2 B braa s Slbie M A T 51 B PR e b A S 4 H A § L LB AR A T N T B L SR o B A a T A Te e e e
BROVINSI  fcusewite sus o nnese s §esdsnss s fai i duss Susss §§ idse s adnsnss dvds s S aamusnsaiatsss knd veis sanbid pasnna i reiias resssann AEPRBEE .
No Uraian Sumber Daya Manusia (SDM) Jumlah Satuan
CONTOH
1 [Penduduk dan keluarga |
aJumlah penduduk laki-iajc R orang
b. Jumlah penduduk perempuan B orang
¢. Jumlah keluarga : it jkeluarga
‘e stri pengolahan (pabrik, kerajinan, dif)
d. agan pan besar/eceran dan rumah makan
£l Amvk utan, pergudangan, komunikasi
f Jasa B
g.Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi pe_:jbgnkan dit) i
3 |Tenaga kerja berdasarkan latar belakangpendidikan Tl e
a. Lulusan S-1 keatas T = | 8 orang
b. Lulusan SLA 252 orang
c. Lulusan SMP 574 orang
d. Lulusan SD 2294 orang
. Tidak tamat SD/ tidal sekolah L 29 orang
il R
KarmMpURIE wies srsammnsrnss way PANEEAL 1aney wany -
Mengetahui Ketua Tim Penyusun RPUMKampung
Kapitalaung
R A A P P e F R T ) (osinans T T O B — PR
Keterangan:

D = 8DA dalam Kampung

K = BDA terkait Kawasan Perlcampungan/ Wilayah Antar Kampung
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IV. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

KAMPUNG

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

KECAMATAN . .icinien. AR SRR N S N sersanaana i .
KABUPATEN
PROVINSI
No Uraian Sumber Daya Pembangunan Jumlah Satuan
CONTOH
1 |Aset prasarana umum =: =i i s
a, Jalan
- |b Jembatan Wy
2 |Aset Prasarana pendidikan
a. Gedung Paud
b. Gedung TK
c. Gedung SD
d. Taman Pendidikan Alqut'an
3 |Aset presarana kesehatan |
a. Posyandu e e [ e I s | [ S Y
b. Polindes ) " i
o JEMCR e e
. __|d. Sarana Air Bersih e B b
4 |Aset prasarana ekonomi
a. Pasar kampung
b. Tempat Pelelangan Ikan
5 |Kelompok Usaha Elonomi Produktil : 3
a. Jumlah kelompok usaha
{b. Jumlah kelompok usahayang sehat
6 |Aset berupa modal S - =) :_-m
a. Total aset p rodu ktif o
 man « i masyarakat Ly
7 -
RAampung ..ococevvverisnine. , tanggal .., oy e
Mengetahui Ketua Tim Penyusun RPIMKemptug
Kapitalaung
(i e e AR s w e A T aa PPt (s rarhag i SIS ]
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V. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA
+

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

KAM PUNG P el RS e T ol el R R O SR CE § OB e Ly N Tkt B T g o 0 WAt L | (L R, T oL
DI R 7 LA e o EE TN R LS R D
KABUPATEN it ooiietiinneissiacenne s s
PROVINSI B s &l ahas o B ke b a1 ) AL e o b e B e e 8 B b A S TR T A Tl b oo 8 by L A e 50 1o 0 e i e B Lo e a4
No Uraian Sumber Daya Sosial Budaya Jumlah Satuan .
Kampung ...cc.ccevveimennes, 80gEAL Ly weesy coes
Mengetahui Ketua Tim Penyusun RPJMKampung
Kapitalaung
T e ATy fo et A I ) e T T D e T LT T v )

Keterangan: Sumber daya sosial diisi dengan budaya-budaya yang dimiliki dan berkembang, seperti
kegiatan-kegiatan Gotong-royong, peringatan-peringatan hari-hari tertentu yang masih
dilakukan serta pengembangan dari kegiatan/ festival seni-budaya lainya.
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V1. FORMAT REKAPITULAS! USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

=]

REKAPITULAS] USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN KAMPUNG
KAM PU NG S ———— i 14 e Py ' e o Py s - et b o -4 e g a

KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

-------------------------------------------------

R B EAEEEE A BE EERT BRSNS SR E RS

Usulan Rencana Kegiatan Rencana Lokasi

Ma berdasarkan Bidang Kegiatan

Perkiraan
Volume

Peneritna Manfaat

Satuan i P
Laki-laki [Perempuan| A-RTM

Conioh
[ |Penyelenggaronn pemeriniahan Kawmpung
L. Penctapan dan penegosan batas Kamp|Lindongan [
2. Pendataan Kampung

3. Penyusunan ata ruang Kampung

I |Pelaksanaan Pembangunan Kampung
1. Pemeliharaan jalan

2. Pembangunan jaringan irigasi
3. Rehabilitasi Gedung Posyandu

1l |Pembinaan Kemasyarakatan Karn
1. Pembinaan PKK

2. Pelaksanaan Siskamling

3. Pembinaan kerukunan wmat beragani:

IV |Pemberdayaan Masyarakat Kamp
1. Pelatihan tata boga

2. Pelatihan teknologi tepat guna
3. Pelatihan KPMD

—

paket - - -

Mengetahui
Kapitalaung

Keterangan :
A-RTM Anggota Rumah Tangea Mislkin

Kampung .oeeveessenminng BNEEAL (L) ooy wens
Ketua Tim Penyusun RPJMKampung
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VII. FORMAT DAFTAR GAGASAN LINDONGAN/KELOMPCK

DAFTAR GAGASAN LINDONGAN/ KELOMPOK: i s

KAMPUNG! i i it e s s s s s e s s snian Vs e ava s Sh i s s e s i s mt e Lo Ao

KECAMATAN fioeiaiiisiaai e e e e e Bt T AP i e S B v e

A BRI TN 8 e fiaiias iava s £ aid B e a0 ST e S s Bt By Sopae T B G5 S P B BV o dond 33 8

BROEWVINSI .. ms cmeeleamsin s R s s s A s e a5k s EVRF s o SRR Re SR e A b A Te e W as A SR A AW S S CAb mw Ak nd A R A
ir Penerima Manfaat

No Gagasan Kegiatan Lokasi Kegiatan Fael Satuar
Volume LK | PR |A-RTM
Contoch

1 |Rehabilitasi Gedung Posyandu Lindongan I 1|unit 33| 40 27
2 |Pembangunan jaringan irigasi Lind. 1 & Il 1200 |meter | 100| 125 90
3 |Pelatihan tata boga Lind. I, {1, Il & IV 15 (orang 5/ 10 9

Mengetahui
Kapitalaung

Kampunig ..oevveeecceeerrnee; 8028AL 0y weiiy ane
Ketua Tim Penyusun RP.JMKampung




VHI. FORMAT CONTOH SKETSA KAMPUNG

CONTOH SKETSA KAMPUNG
a. POTRET/SKETSA KAMPUNG

b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET KAMPUNG

Jalan desa Gl wikysh Batu
RW 02 sepanjpog 1200 Pasiz
Teazza Gotoeg Rovons

> - LXDes dan PEK
pemdngit: R 07 fdsk - Hader-kader di deza
sehat. - Pudkesmas pembonm
Banyak snak balisd & - Fudesmng Pemboasu
B 13 premderila - Pesyaudn
peny=ki covpak. - Ezgar Posyanda
Tawbalkcdamiken + Kelamlshan tambak
Yrurmy dinanssadian - Aliranttrigsd
olehpaaniizan, - Pe-tani tymbak

FarbatindDuzm - Bomedsnpasir
Damnilongser. ~ Kzyu dan bemba
- Tenzga Gotong royoag
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IX. FORMAT CONTOH KALENDER MUSIM . e e

CONTOH KALENDER MUSIM

a GAMBARKALENDERMUSIM b. DAFTARMASALAH DAN POTENSI DARY KA ENDER MUSIM
PANCAROBA EIMARAT MUSDHTTAN = .
;-.wr.--
prre=sey 2
wag J e s | oas o o ot | T e | o | e | =
Pada vausie: keozaan, &
FRalnapa dua Suzex keburangan
b ! - N N LN BT N ! . . airbersih.
Hdomaps | . = I AR B - . B - - x
e 3 Pods i bermarau .
! hazilpagenmssoss -
Fordrats FOON RN T e . - o | ven | oaen . =al} B
Qezmyok " = E {eal)
pazzity) - ¥
kN
B - - e f o= | s #ha] . o . Pad sz pantarotn - Puzkssmas Percharma
E bemyak masyacakx des - Eshm oba kaluergs
ass ®TAmMe i (e - Potyandu
jc— man ey . - & " " a - - sohran peniafassn sk
il .
Tomesm . = . = . . x| mae ':- . Palvunsimbn s - Pushasrz: pembaara
Iw . = banyakima eyerakardi - Posysndu
Dusim Suci terkera - Bidnadesa
diara, - Hebymobatkelorpa
= 3 - Bamémpasir
Pady mmsim bujam, N
bagicn besarrama: Kavy don bambm
$adk di Duszin - TenagxGolongroyong
Dramaitargensnsair
e




X. FORMAT CONTOH BAGAN KELEMBAGAAN
a. BAGAN KELEMBAGAAN KAMPUNG

b. DAFTAR MASATAH DAY POTENSI DARI BAGAN KFI FABAGAAN

-67-

1

W

LE-Das Penmmesf K - Foxmmrus
W dmbens Tegoo
tiaker ok T smum
koo penzums

pofansrl
FELOMPOE Fagme - Lezhmeia
FELSS kol popekremi g - P =
DarynDamsi Indan
=
EDPAN hmz&inq:a" - Mol
TINTAM Difens £ pmah ouar
alek b ey - Pz
draszaem oo
XD Hranz ~ Adapregers
teremimtdstim pelatibom
menrkanhi - Adalmdt
pemann ozaradsk
s
dst dst dst
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X1. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN KAMPUNG
BERITA ACARA &
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN KAMPUNG

Berkaitan dengan penyusunan RPIM Kampung, di Kampung.......ceeeennins
Kabupatenizisiavinsmie s PIOVINS] o a s s
Kampung ...cvoviveviriniinesrinsensanee. pada:

Harl datn Tang@al 25w vessisidssosis soissio s g sise

Jam T e R R AR A R S s AR R b

Tempat R L T e L S RS
Telah dilaksanakan Kkegiatan pengkajian keadaan Kampung yang
dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, kepala Lindongan, warga
lindongan, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di kampung
schagaimana tercantum dalam daltar hadir. Agenda kegiatan yang
dilakukan di dalam proses pengkajian Kampung tersebut adalah:

Contoh
1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa Kampung
2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Kampung

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggung jawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

........................ , Tanggal, ..., cocry oon.
Mengetahui, Ketua Tim Penyusun RPJMKampung
Kapitalaung
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X1l FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN KAMPUNG

LAPORAN o
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN KAMPUNG
KAM PUNG 3 i ieteisnivin i (e el ol 0B i ol e = kbl nirsn e ke i gl ks AL it i kel e i i sieio iy sy 18 At i 19 3
1 R T R e L A e S S S ot A i b e et erere B 750 B e et RS S B
KABUPATEN R i A B R TR IS N A s bl el e [ b v Kl A R A YR R e AT o
PROVINS] R i Tl L L P b a R DTl o LR A M E e E DO L Chot L E e GRS T Pl eie o st ek e e
I. Latar Belakang

II

I

Iv.

VL

. Contoh

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah
ketersediaan RPJMKampung dan RKPKampung. Karena kedua dokumen tersebut
merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek
Kampung, Maka kualitas RPJMKampung dan RKPKampung menjadi penting untuk
menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun
kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaaan Kampung (PKK) adalah
merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses
penyusunan Dokumen Perencanaan Kampung,

Tujuan:

Conitoh

Kegiatan ini bertujuan untuk menggalisecara obycktif, lengkap dan cermat :
Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten

Pengka jian Potensi Kampung

Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Kampung

Pengkajian permasalahan yang dihadapi

Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

QOne op

Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Kampung
Contoh
Pengkajian keadaan desa dilalcukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pendekatan dan Metode

Contoh

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode
P3MK (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Kampung)

ALAT KA DAN INSTRUMEN ™

Contoh

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Kampung, Kalender Musim dan Bagan

Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan,

VIL PROSES PELAKSANAAN

Contoh

a Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah Kkebijakan
pembangunan kabupaten

b Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk
menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan

¢ Memliasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk
menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Kampung

d Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk
merumuskan usulan rencana kegiatan

e Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Kampung dari
LIndongan dan/atau kelompok masyaralcat
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XIl. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN KXAMPUNG (Lanjutan)

Ak
Contoh
1 Data Kampung yang sudalh diselaraskan
2 Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke
Kampung
3 Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
4 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Kampung dari lindongan

dan/atau kclompok masyarakat

X Rencana Kerja Tindak Lanjut

Contoh
Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan Kampung

........................ , tanggal, ..., ..., ...

Mengetahui, Ketua Tim Penyusun RPJMKampung

Kapitalaung



i
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X1l FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAHI KAMPUNG PENYUSUNAN RPJM-KAMPUNG

BERITA ACARA
MUSYAWARAH [{AMPUNG
PENYUSUNAN RPJMKAMPUNG

Berkaitan dengan penyusunan RPJMKampung melalui musyawarah Kampung,

telah diadakan musyawarah Kampung di Kampung.....c.veeerevarrenes
KecRmBtan wiveyasinsseissnrssasinss Kabupaten/Kota.....coovvvnvinrnrrnens
Heri dan Tanggal & sasasvasimsmssisomnmiiins
Jam P wisaag A R A
Tempat I P e e o P A S

yang dihadiri oleh Kapitalaung, unsur perangkat Kampung, MTK, walkil-
wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku
unsur pimpinan dalam musyawarah Kampung ini adalah :

A. Materi

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin MUSYE © .uvvcerrsnreinrserieraens CLBTE, o i o A R A 4t

Notulen b AR A RN T QAT wvmamaanmmse ing i sid i G R RS

Narasumber v e s s 6 B T T
D SRR ERNEILLG 1) g rrem i
B dan seterusnya

Sectelah dilakukan pembshasan terhadap materi, selanjutnya seluruh
peserta musyawarah Kampung menyepakati beberapa hal yang
berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Kampung
dalam rangka penyusunan RPJMKampung yaitu :

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh

................... , tanggal, ..., ...,
Mengetahui Ketua MTK
Kapitalaung
b R ) (s s esiis i san s airsa)

Wakil Masyaraliat




RANCANGAN

RPIJMKAMPUNG

TAHUN, L
KAMPUNG DA T PRSP R
KECAMATAN L
KABUPATEN o
PROVINSI e
Bidang/f Jenis Kegiatan Wakiw Pelaksanaan e e Prakirnan Pola Pelaksanaan
e Lokasi Prakiraan Sasaran/ — poe—
Hidang Sub Bidang Jenia Kegian | findongan} | Volume Manfaat  [Tahun | Talwn {Tahunfo. o o (Tabund popn 6 | om o) Sumber | Swakelola | Antar Kepjasama
1 2 3 S K Pihak Ketiga
ampung .
1 1 r i F3 i 2 = i i E I = = 1 i F3 3 3
Y
b.
Penyclenggaraan |
1 Pemerintahan d
Kampung 5
L
Jumiah Per Bidang 1 E
ry
a b,
c.
d
o e e i
I 1
e 1D
h. I
i
Jumlah Per Bidang 2
S
b, .
Panbinaen £ s ] [
3 Kemasyarakatan |4 ¥
Kampung ¢ i
L
3 1
Jumiah Per Bidang 3, .
4 i 3 e
™ Pembsrdayaan (i z
Masyarakat Kempung |c,
d. | |
Jumiah Por Bidang 4
JUMLAH TOTAL| =
PSS -1 1| | L
Mengetahui: Disusunoleh:
Kapitalaung Tim Penyusun RPJMKampung
- [T i
5
- . o "
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XV. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMKAMPUNG

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMKAMPUNG

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJMKampung di
Kampung.....oe e v venen VTG0 512 )
<t 1] NEW olf= 1) o o TSRO DIRONVAES L weiriige s s wusmais dalam rangka
penyusunan rancangan RPJMKampurng, maka pada hari ini :

Her das Tangaal  F s

Jam e e e S P REn L

Tempat R e A e g s el e U
telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJMKampung oleh tim
penyusun RPJMKampung sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan
RPJMKampung adalah sebagai berikut :

.......................................................................................

.......................................................................................

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJMKampung sebagaimana terlampir,

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab
agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui Ketua Tim Penyusunan RPJMKampung
Kapitalaung
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XVI. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG
PENYUSUNAN RANCANGAN RPUMKAMPUNG i

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMIKAMPUNG

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPIJMKampung di Kampung ....cocceeiseeennn

Kecamatan ;i miniamniniak KabWpaten Siieiseses inisoiiuincansas s -
PrOVITAS1 . eaaii ree s sras pada :

Hari dan Tanggal : ..., S R S

Jam E A R AT R AR i

Tempat R R e e e P B

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Kampung yang
dihadiri olch Kapitalaung, unsur perangkat Kampung, MTK, wakil - wakil
kelompolkk masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kampung ini
serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah

A. Materi

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
Pemimpin MUSye st daritisikisaiba e S s
Notulen A P dami i s,
Narasumber A e B R S e e
P e e e T o i e vl s wy  a h  Bad S S Bara

. 3. ..evvendan seterusnya
Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
musyawarah perencanaan pembangunan Kampung menyepalkati beberapa hal
yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan
pembangunan kampung dalam rangka penyusunan rancangan RPJMKampung
yaitu:

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

................... , langgal, ..., ..., ....
Ketua MTK Kapitalaung

o R L ) b e )

Walkil Masyarakat

(cererreerenarans R )
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-

SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ......ccocvinninnns R R S BT R R R R R B

DAFTAR IS] Liiisreineneanrasassissussinniasiossonssisiisistisisesssinsssissinssrananssasanssbenstisasss
BAB1 PENDAHULUAN .....c.cooeviirnnnns i Caes amae R RRA RN RS § R A RN SRR
BAB I PELAKSANAAN KEGIATAN ......cociiiinnininnee G A

2.1 Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung
2.2 Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kampung .......ccccoveeens
2.3 Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan ............
2.4 Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ..............
BAB 1II REALISASI BIAYA ......coccvvinns R R T S
BAB IV PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT ...civveviiriirniresnimenions
BAB [V PENYELESAIAN PERMASALAHAN, KENDALA DAN HAMBATAN
8.1 Penyelesaiamn Perrnasalalimm i citiii i s iasiaaunis ssaiiapsbahinmm
3.2 Penyelesaian Kendala dan Hambatan ...............
BABV PERUBAHAN KEGEATAN ot st e es i
BAB VI SERTIFIKASI KEGIATAN
BAB VI BESTMBUIBAN ... yuveiarssssmsssisssiorsesvmasnisisisassnissssepsagibiniscsrsc itiss
LAMPIRAN-LAMPIRAN ..ottt ieieisnsns e ssrmsinsessnanssssssnsnssanes
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SURAT PERNYATAAN HIBAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama R s T A AY i V] AT e = A AR P ey
Jenis Kelamin e e
Tempat Tanggal Lahir R e i
Peker jaan LT A SRR B A R R PR A AR S e
No.KTP T L PRl el e A e e e S e s
Alamat D ieresebkesaanasiacae e A ek

Selanjutnya disebut sebagai Pemben H1bah atau Pihak Kesatu

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama R Py P A Lisanas
Jenis Kelamin R i e R oy
Tempat Tanggal Lahir - ————— e aas
Pekerjaan e e e e e e
No. KTP B b e A S R A R R A
Alamat . O g b b e A R AR Wy Mk i

Selanjutnya disebut sebagai Penenma Hibah atau Pihak Kedua.

Bahwa dengan ini saya melepaskan Twah Hak Milik saya seluas £ ..,...m? yang
terletak di Kampung..... Kecamatan...... Kab......., dan menyerahkan kepada
Penerima Hibah atau Pihak Kedua yang akan digunakan untuk pembangunan
Sarana dan Prasana Kampung.

Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan i S
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan
3. Scbelah Timur berbatasan dengan R R RS
4, Sebelah Barat berbatasan dengan

Demikian surat Pelepasan Hak milik Tanah ini dibuat dengan sebenar-
benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada paksaan
dan atau tekanan dari pihak manapun juga. Apabila di kemudian hari ada
gugatan dari ahli waris saya, maka sepenuhnya saya bertanggung jawab.

............. , tanggal, ...., tahun
Mengetahui Yang menyatakan
KapitalBliBg amwamsseyiss. 000 el

Menyetujui -
Ahli waris:
Suami/lstri Anak:

.............................................

SAKSI - SAKSI”
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SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT GANTI RUGI
ATAS BANGUNAN, DAN ATAU TANAMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Naroa, st s e ko L
Bertindak untuk dan atas nama N A T S e R S S e e
Umur e
Blamialfl e Cala e o g o g g S
Nomor KTP

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak keberatan/tidak menuntut
kerugian/biaya apapun terhadap kerugian berupa bangunan/gedung dan atau
tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan sarana/prasarana
Kampung .........cccvveannne berupa:

Pckerjaan Pembangunan
Objek yang terkena dampak
Lokasi Kegiatan

..............................................................

..............................................................

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan
penuh rasa tanggungjawab untuk dipergunakan scbagaimana mestinya.

.................. , tanggal, bulan, tahun
Yang Menyatalkan

MATERAI
Rp. 6.000
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BERITA ACARA PERUBAHAN KEGIATAN
NOMION v ssrisaren2 Ol

Pekerjaan
Violume Kegiatan  §u s i o s e gk s o i v s vans c0d dabaa w05 b Bt ey
Lokasi i i B S o e o N w3 i i i i

Biaya B o e e T e e T A e T e YT e

Pada hari ini bertempat di .............v.or. pada .............(tanggal, bulan, tahun)
telah dilakukan musyawarah perubahan kegiatan, dikarenakan adanya hal-
hal yang menyangkut pengurangan/penambahan target fisik atau perubahan
spesifikasi berdasarkan pertimbangan teknis dengan dihadiri oleh pihak-pihak
terkait antara lain :

1. Kapitalaung
2, Wakil-Wakil Masyarakat
3. Pelaksana Kegiatan ..............u.

Adapun penjelasan secara spesifik berkenaan dengan hal-hal yang diubah, hal-hal
sebelum diubah, hal-hal setelah diubah dan alasan-alasan teknis terjadinya
perubahan kegiatan disajikan dalam format terlampir.

Demikian berita acara ini kami dibuat agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat
mengetahuinya.

Mengetahui/ Menyetujui Pelaksana Kegiatan..............
Kapitalaung ............ Ketua
[ ] ( ]
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BERITA ACARA -
MELALULI MUSYAWARAH KAMPUNG DALAM RANGKA PENYELESAJIAN MASALAH

Berkaitan dengan permasalahan yang terjadi pada pengelolaan kegiatan
pembangunan desa, pada hari ini :

Hari/ Tanggal

Tempat ;
Telah dilaksanakan Musyawarah Kampung untuk menyepakati penyelesaian
masalah yang dihadiri oleh Kapitalaung, unsur perangkat Kampung, MTK,
wakil-wakil kelompok masyarakat, schagaimana daftar hadir terlampir.
A. Permasalahan yang dibahas :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Setelah dilakukan pembahasan terhadap permasalahan yang terjadi, peserta
musyawarah bersepakat serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan
menjadi keputusan akhir dari musyawarah penyelesaian masalah ini, yaitw

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab
agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui Ketua MTK
Kapitalaung

Wakil Masyarakat
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DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH KAMPUNG
DALAM RANGKA PENYELESAIAN MASALAH

NO NAMA ALAMAT ’ TANDA TANGAN

10.

11.

12.

13.

14.

dst

-
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FQRMAT FOQTQ KEMATAN i

FOQTO KEGIATAN

FOTO KONDISI AWAL (0%)
I GUATRANS covams cnsmsmsprsreisis ki senayics

LOKASI {A)

LOKAS! (B)

LOKAS! (C)
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FORMAT FOTO KEGIATAN (lanjutan)

FOTO KEGIATAN

FOTO KONDISI 40%
REGLIATAN: i e

LOKAS! (A)

LOKASI (B)

LOKASI (C)
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FORMAT FOTO KEGIATAN (lan jutan)

FOTO KEGIATAN

I FOTO KONDISI 80%

KEGIATAN: v st an s s s

i LOKAS! (A)
|

l LOKAS! (B)

f

LOKAS! (€)
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FORMAT FOTO KEGIATAN (lanjutan)

FOTO KEGIATAN

FOTO KONDISI 100%
KEGIATAN: s i e s

' LOKASI (B)
|
|
|

LOKASI (A)

LOKASH (C)

BERITA ACARA

MUSYAWARAH KAMPUNG DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG
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")

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kampung tahun anggaran .........
di Kampung....... Kecamatan ............ Kabupaten ............ Provinsi .l
maka pada:

Hari dan Tanggal L — AR SRR KR

Jam s dart pukul. sass.d prdeal e

Tempat B e dpss e i s S e i A G ANERA LN SN

Telah diselenggarakan pertemuan Musyawarah Xampung dalam rangka

. Pertanggungjawaban Kegiatan yang dihadiri oleh wakil-wakil dari masyarakat,

kampung serta unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan
sebagaimana tercantum dalam lampiran Dafiar Hadir.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku
unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi Bahasan
Materi yang dibahas dalam musyawarah kampung ini antara lain:
1. Laporan pelaksanaan kegiatan;
2. Tanggapan/ masukan masyarakat atas laporan pelaksanaan
kegiatan;
3. Pembahasan tanggapan dan masukan masyarakat;
4. Merumuskan tindak lanjut tanggapan dan masukan masyarakat;
S. dst...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin REpati. i  cmomeumonsems dart oumsmisasimanina s

Sekretaris J Neotadliis: sainssasici Bl U e TR

Narasumber ; B T LT P (o g i P e
D st e R R R S AT wonsinsiymics s vennsma s
Qv dart s P
L O darl i
Py oo ABTH s i

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi bahasan sebagaimana
tersebut di atas, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Kampung dalam
rangka pelaksanaan pembangunan Kampung memutuskan dan menyepakati
beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah
Kampung ini, yaitu :

.................................
..................................................................

R e
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Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab
agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

............... Tengealvu:, s
Mengetahui KetuaMTK
Kapitalaung
b R S R R ) e o)
Wakil Masyarakat
P Py POy i e e R )
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DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH KAMPUNG
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

NO

NAMA

ALAMAT

TANDA TANGAN

10.

12,

13.

14.

dst
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SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN KEGIATAN
DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

2.5 Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung
2.6 Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kampung.......ccceeeeuuens
2.7 Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan ............
2.8 Pelaksanaan Kegiatan Pembcrdayaaﬁ Masyarakat ..............
BAB III RENCANA DAN REALISASI FISII{ BIAYA
3.3 Rencana Kegiatan dan Biaya
3.4 Realisasi Kegiatan dan Biaya
3.5 Perubahan Kegiatan dan Biaya
BAB IV RENCANA PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN.....cccciimiiiineans

4.1 Pembentukan Tim Pelestarian dan Pengembangan ..............

4.2 Rencana Pelestarian dan Pengembangan .......cccovceeeviiinnninns

LAMPIRAN-LAMPIRSN o1 vicososssusmmmmsimenssis s s s g s LTI ey e
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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

KECAMATAN.,.....
KAMPUNG......
IIn. .eeveinn. No. 66 B8 /Fax {0432) 21495 Kode Post 95814
Bidang :
Kegiatan

Sub Kegiatau/Peker jann:

NOTA PESANAN BARANG

NOMOR @ e
Dari : Nema ..
Jabatan ¢ Tim Pengelola Keglatan
Alamat . Kampung....Kec......Kab. Kepl. Sanglhe
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU
Untuk : Nama Lo i
Jabatan Penyedia Barang/Pengusaha
Alamat St
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Isi : Mohon dapat disedlakan bahan/barang untuk kebutuhan pekerjaan dl

Kampung....Kec....Kabupaten Kepulauan Sangihe berupa

Nama Barang

Banyaknya

e

Ketentuan: 1. Barang diterima di lokasi dalam keadaan baik, benar dan sesuai jumlahinya.

2. Pembayaran dilakukan setelah barang tersebut diterima.
3. Pajak dltanggung Penyedia Barang.

Kampung, Ay |
SETUJU MELAKSANAKAN PIHAK KESATU
PIHAK KEDUA, TPK
Cap/ttd
KETUA
MENGETAHUL;

KAPITALAUNG.........
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KECAMATAN......
RAMPUNG ...«t

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

][\ . No. 66 & /Fax (0432) 21495 Kode Post 95814

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

NOMOPY S S i
Pada harl inl ............, tanggal ......cc.... bulan.......... Tahun Dua Ribu Enam Belas yeng bertanda tangan dibawah Ini:
1. Nama :
Pekerjaan . Pengusaha
Alam at A IR selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2 Nama :
Pekerjaan : Tim Pengelofa Kegiatan Kampung.........
Alamat © wwe.. Seianjutnya disebut PIHAK KEDUA
Bahwa PIHAK KESATU telah menyerahkan kepada PHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA teigh menerima
bahan untuk keperluan / kebutuhan kampung.......... Sesuai nota pesanan no... tanggal....... berupa:
No. Nama Barang Banyaknya
) S . o
2 , |
3 )
s e s
SN S I . A

Barang-barang tersebut telah diterima oieh PIHAK KEDUA dalam keadaan baik dan benar sesuai Berita Acara

Pemerkasaan 8arang  NO. ......ccccccvomeiririenas 16211014 ) I 2016

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dengan benar untuk digunakan seperlunya.

Kampung, ............ 2016
PIHAK KESATU
PIHAK KEDUA, TPK
Capittd
e KET UA RRREESED

MENGETAHUI:
KAPITALAUNG
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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

KECAMATAN......
KAMPUNG......
AN, orercersnnnnns NO. 66 %5 /Fax (0432) 21495 Kode Post 55814
BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG
NOMOR:
Pada hari ini, ................ tanggal ............... bulan ..., PR ) e .» kami yang beranda tangan
dibawah ini :
1. Nama ’
Jabatan :  Ketua Tim Pengelola Kegiatan
2 Nama .
Jabatan :  Sekretaris Tim Pengelola Keglatan
3 Nama [
Jabatan :  Anggota Tim Pengelola Kegiatan

Teleh memeriksa barang dengan teliti sebagalmana daftar di bawah ini yang akan diserahkan oleh

Penyedia Barang kepada Tim Pengelola Keglatan Kampung......... dengan kesimpuian sebagai berikut
| No Nama Barang Banyaknya Simpulan
: Pemerlksaan*)
1 = —==
RN T
N i
5 S S N PE R E—

- Diberi tanda * berarti lidak baik, tidak benar, dan tidak sesuai jumiahnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,

Penyedia Barang, TIM PENGELOLA KEGIATAN SELAKU PEMERIKSA BARANG,

1. Nama:
Jabatan : Ketua Tim Pengelcia Kegiatan
Tanda Tangan:

2 Nama:
Jabatan : Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan
Tanda tangan:

3 Nama: LF
Jabatan : Anggota Tim Pengelola Kegiatan
Tanda tangan:

MENGETAHU!:
KAPITALAUNG
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Contoh Surd Penawaran Penyedia Barang/Jasa
Pekerjaan dengan Anggaran didtas Rp. 50 juta.

KOP CV/PT/TOKO

............. RRPIPRRTOIIN. .+ 1|
Noemor
) Kepada Yth.:
Lampiran : ... Eksemplar Tim Pengelola Kegiatan
Perihal : Penawaran Pekerjaan :?'"“PU"B--------------
i-
Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.....................dl Kampung.............
Bersama ini kami mengajukan penawaran untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud
dengan jumiah penawaran Rp............ (eeeeeeonneoupiah). Harga tersebut sudah

termasuk Pajak.
Sebagai bahan pertimbangan terlampir dokumen sebagai berikut:

Foto copy Akta Pendirian dan Perubahan Perusahiaan.

Foto copy SIUP/SITU/SIUJK

Foto copy NPWP Perusahiaan

Daftar Kuantitas dan Harga

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Metode Pelaksanaan Pekerjaan

. Struktur Penangung jawab pekerjaan

Dermikian penawaran pekerjaan ini kami sampaikan untuk menjadi bahan selanjutnya.

NOO SN S

CVIPTITOKO

DIREKTUR/PEMILIK
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(Contoh Surat Perjanjian Peker jaan dengan nifai diatas Rp. 200.000.000)

SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN

NOMOP: s
Pada hari ini ........ tanggal .............. bulan ........ tahun dua ribu enam helas, kami yang bertanda tangan di bawah
ini:
1. Nama e S
Jabatan : Ketua TPK
Alamat : Kampung.....eveeen, Kecamatan......... :
Berdasarkan Surat Keputusan Kapitalaung......Kecamatan....Kabupaten Kepulauan Sangihe NoO..........
Tahun 2016 tentang Pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kampung......... Kecamatan........
Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2016 berfindak untuk dan atas nama TPK, selanjutnya
disebut PIHAK KESATU.
2 Nama e
Jabatan : Pengusaha/Penyedia Barang dan/atau Direktur CV ...
NPWP :
Alamat :
Berdasarkan Akta Pendirian Perusshaan No...... tanggal....... Notaris atas nama......., dalam hal [ni
bertindak untuk dan atas nama CV..........coevrmeannn, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua Belah Pihak. berdasarkan :
1. Surat Penawaran Harga dari PIHAK KEDUA Nomor: ....ccocoen.
2. APB Kampung .... Tahun 2016

Dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam satu Perjanjian Pekerjaan untuk
melaksanakan:
Pekerjaan
Kegiatan
Bidang :
Sumber Dana  : APBN/APBD
dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

Pasal 1
NILAI KONTRAK DAN SUMBER BIAYA

1. Berdasarkan nilal yang dikontrakkan PIHAK KESATU sebesar Rp. .............. e Rupiah) dan
PIHAK KEDUA setuju untuk melaksanakan pekerjaan.
2. Sumber biaya pelaksanaan pekerjaan pekerjaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kampung.......... Tahun 2016.
PASAL2
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK KESATU memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan tersebut

PASAL 3
DOKUMEN KONTRAK

Dokumen kontrak sebagaimana ditentukan di bawah ini harus dibaca serta merupakan bagian dari kontrak, yaitu

1. Kerangka Acuan Kerja.
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2. Surat Perintah Muiai Kerja (SPMK), &
3. Laporan-Laporan,
4, Addendum (bila ada).
PASAL4
PENGAWAS PEKERJAAN

Untuk melakukan pengendalian pekerjaan yang terdiri dari pengawasan dan tindakan pengkoreksian, PIHAK
KESATU dibantu oleh teknis yang bertindak untuk dan atas nama PIHAK KESATU dan akan dibetitahukan
secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.,

Apabila pejabat atau badan hukum yang ditunjuk dalam Ayat 1 Pasal ini berhalangan atau tidak dapat
menjalankan kewajibannya, maka PIHAK KESATU akan menunjuk penggantinya secdra terfulis dan
disampaikan kepada PIHAK KEDUA,

PIHAK KEDUA harus memenuhi segala petunjuk (dalam hal teknis) yang dikeluarkan FIHAK KESATU selama
peiaksanaan pekerjaan.

PASAL 5
BAHAN, ALAT DAN DATA

Bahan, alat dan data, sera segala sesuaiunya yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan tersebut dalam
Pasal 2 {dua) Perjanjian ini, harus disediakan oleh FIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA waijib menyediakan tempat untuk menyimpan bahan, alat dan data tersebut guna' iancarnya
ekerjzan.

IF;IHAIJ< KESATU berhak menoiak bahan, alat dan data yang disediakan oleh PIHAK KESATU jika kualitasnya
tidak memenuhi persyaratan teknis.

Jka bahan, alat dan data tersebut ditoiek oleh PIHAK KESATU, maka PHAK KEDUA harus menyingkirkan
bahan, alat dan data tersebut dalam waktu 2 x 24 jam, kemudian menggantinya dengan yang memenuhi
persyaratan tanpa berhak menuntut kerugiannya.

Tidak tersedianya bahan, diat dan data tidak dapat dijadikan alasan-untuk keterlambatan pekerjaan

Pasatb
TENAGA KERJA DAN UPAH

Agar pelaksanaan pekerjaan berjalan Seperti yang ditetapkan, PIHAK KEDUA diwajibkan menyediakan
tenaga kerja yang cukup jumlahnya, keahtian serta ketrampilannya.

PIHAK KEDUA wajb memaksimakan penggunaan tenaga kerja setempat dalam rangka pemberdayaan
masyarakat Kampung............

Biaya-biaya dan upah tenaga kerja untuk pelaksanaan pekerjaan di tanggung oleh PIHAK KEDUA.

Pasal?
PELAKSANAAN PEKERJAAN LAPANGAN

PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pekerjaan Mepunjuk Tenaga Ahli atau Pelaksana yang
bertanggung jawab penuh terhadap hasil pekerjaan danfatau mewakili PIHAK KEDUA apabila ada
petunjuk Maupun pengawasan dari PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab atas segala kerugian dari PHAK KESATU dalam
pelaksanaan pekerjaan.

PasalB
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka Waktu pelaksanaan pekerjaan sampai selesai sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Surat
Perjanjian ini ditetapkan sejak ..............5aMpai dengan ........c......

Jangka Waktu ‘pelaksanaan untuk setiap bagian pekerjaan ditetapkan sesuai jadwal Waktu bagian
pekerjaan yang disusun PIHAK KEDUA.

Waktu penyelesaian lersebut dalam Ayat 1 Pasal ini tidak dapat diubah oleh PIHAK KEDUA, kecuali
adanya ‘keadaan meMaksa' sepert! diatur dalam Pasal 9 Perjanjian ini alau adanya Perintah
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Penambahan Pekerjaan sesuai Pasal 12 Perjanjian inl atau perubshan-perubahan yang dipandang
perlu oleh kedua belah pihak.

Perfanjian jangka waklu tersebut pada ayat 3 Pasal ini harus disetujui secara tertulis olgh PIHAK
KESATU.

Pasal$
KEADAAN MEMAKSA

Yang dimaksud dengan ‘Keadaah Memaksa' adalah peristiwa-peristiwa sebagal berkut :

a. Bencana alam (geMpa bumMi, gunung meletus, longsor dan banjir).

b. Kebakaran.

c. Perang, huru-hara, pemberontakan, pemogokan dan epidemi yang masing-masing berhubungan
langsung dengan penyelesaian pekerjaan.

d. Peraturan PeMefintah di bidang Moneter yang pelaksahaannya diatur sesuai Keputusan
Pemerintah.

Apabila terjadi ‘eadaan memMaksa' PIKAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada

PIHAK KESATU selambat-lambalnya dalam waklu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya ‘keadaan

memaksa' disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waklu 'keadaan memaksa' berakhir.

Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU dapal menyetujui atau menolsk secara tertulis

keadaan meMaksa' itu dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan,

Jka dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberifahuan PIHAK KEDUA pada PIHAK KESATU

tentang ‘keadaan MeMaksa‘ lersebut PIHAK KESATU tidak memberikan jawaban, Maka PIHAK

KESATU dianggap Menyetujui adanya ‘keadaan memaksa' tersebut.

Bilamana ‘keadaan memaksa' ini ditclak oleh PIKAK KESATU Maka berlaku ketentuan Fasal 14 dan

Pasal 16 Perjanjlan ini.

Pasal 10
PERHITUNGAN BOBOT PEKERJAAN DAN CARA PEMBAYARAN

Perhitungan bobot pekerjaan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Perhitungan bobot pelaksanaan pekerjaan di lapaNgan sebagai dasar Pembayaran Pekerjaan
dibuat berdasarkan perhitungan Klarifikas! yang sesuai dengan kenyataah pekerjaan di lapangan
(Dokumen Pelaksanaan), dan tidak berdasarkan perincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam
pengajuan pefawaran,

b. Apabila terjadi ketidak-sesuaian antara hasll perhitungan klariflkasi dan perhitungan di fapangan,
maka yang dipakai adalah Dokumen Pelaksanaan.

¢. Bobot kemajuan pekerjaan adalah hilai prosentase fisik atau kegialan yahg felah dicapai atau
dilaksanakan. '

Pembayaran harga kontrak difakukan sebagai berikut

a. Sistem pembayaran yang dilakukan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA adalah berdasarkan
ketersediaan barang/bahan yang ltelsh diadakan terlebih dahulu oleh PIHAK KEDUA danfatau tingkat
pekefjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

b. Pembayaran Pekerjaan dilakukan berdasarkan keMajuan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh
PIHAK KEDUA dengan meNgajukan Surat Permintaan Pembayaran Pekerjaan kepada PIHAK KESATU
dan dilampirkan KwitaNsi, Laporan Kemajuan Pekerjaan, Dokumentasi pekerjaan (untuk pekeraan
konstruksi}, dan untuk pengadaan barang/fjasa dilampiri Berita Acara Berah Terima barang, Berita Acara
Pemeriksaaan Barang, kwitansi, faklur/nota dan dokumentasi barang.

- c. Pembayaran-peMbayaran tersebut di atas dilaksanakan sesuai penagihan PIHAK KEDUA atas

dasar Berita Acara dan disalurkan kerekening PISAK KEDUA.
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Pasal 11
KENAIKAN HARGA

Kenaikan Harga bahan-bahan, alat-alat dan upah selama pelaksanaan pekerjaan ini ditanggung
sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA.

Pada dasarnya PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan tuntutan atas kenaikan harga bahan-bahan,
alat-alat dan upah, terkecuali apabila terjadi kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia daiam
bidang Moneter yang diumumkan secara fesmi dan diatur dalam peraturan perundang-undangan,
khususntya untuk pelaksanaan pekefjaan pegadaan barang/jasa.

Pasal 12
PEKERJAANTAMBAHAN/KURANG

i Pek}erjaan tambah/kurang dianggap sah bifa ada perintah dafl PHAK KESATU secara tertulis.

Penentuan Harga Satuan pekerjaan untuk pekerjaan tambah didasarkan pada harga satuan
pekerjaan yang tercantum dalam perincian harga penawaran yang merupakan lampiran dari Surat
Perjanjian ini, dan apabila tidak ada, akan ditetapkan bersama sesuai dengan pefatufan yang berlaku.
Pekerjaan ‘tambah fidak dapat dipakai sebagai alasan untuk menambah wakiu penyelesaian
pekerjaa kecuali atas persatujuan PIHAK KESATU secara tertulis.

Pasal 13
PENGAMANAN TEMPAT KERJA DAN TENAGA KERJA

PIHAK KESATU bertanggung jawab atas keamanan tempat kerja dan tenaga kerja serta bahan, alat
dan data selama pekerjaal berlangsung.

PIHAK KEDUA bertanggung jawab menyediakan safana untuk meftjaga keselamatan pafa tenaga
kerja guna menghindari bahaya yang mungkin tefjadi pada saat melaksanakan pekerjaan.

Pasal 14
PELAPORAN

PIHAK KEDUA wajb memberikan lapofan secafa berkala bak menhgenai pelaksanaan pekefjaan
secara keselufuhan maupun pelaksanaan pekefjaan yang tefah dilaksanakan dan jka diminta oleh
PIHAK KESATU untuk keperluan pemeriksaan sewakiu-wakiu dapat diserahkan.

PIHAK KEDUA wajb membuat catatat yang jelas menNgehai kemajuan pekefjaan yang telah
dilaksanakan dan jka diminta oleh PIHAK KESATU untuk keperluan pemetiksaan sewaktu-wakiu
dapat disefahkan.

‘Pihak Kedua wajib membuat dan menyerahkan kepada PIHAK KESATU foto-foto dokumentasi yang

dimasukkan dalam album proyek tentang pelaksanaan pekefjaan sampai selesai dan dibuat dalam

- rangkap 2 {dua).

Pasal15
SANKS! DAN DENDA

Jika PHAK KEDUA melakukan kelalaian dan tefah mendapat peringatan tertulis PIHAK KESATU 3
{tiga) kali berturut-turut tetab tidak mengindahkan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian
ini kecuall Pasal 8, maka untuk setiap kali melakukan kelalaian, PIHAK KEDUA wajb membayar denda
ketalalan sebesar 1 0o (satu permil) dari harga kontrak,

Jka PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekefjaan sesuai dengan jangka wakiu pelaksanaan
yang tefcantum dalam Pasal 2 Perjanjian ini, maka setiap hari keteriambatan sebesar 1 9/ (satu pef
mif} dari harga kontrak.

Jumlah maksimum denda kumulatif ayat 1 dan 2 Pasal ini sebesar 5% (lma persen) dari harga
kontrak,

Denda-denda tefsebut dalam Pasal ini dibebankan pada PHAK KEDUA dan akan dipefhitungkan
dengan kewajiban pembayaran PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
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Pasal 16
RESIKO

Jka saat pelaksanaan pekerjaan terjadi persoalan-persoalan dan tuntutan-tuntutan, maka segala
resiko akibat persoalan-persoalan dan tuntutan-tuntutan tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK
KEDUA.,

Apabila selama PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan ini menimbulkan kerugian Pihak Ketiga (individu atau
lembaga yang ada hubuniganfya dengan Perjafijian inl} akibat kelalaian PIHAK KEDUA, maka segala keruglan
ditanggung Sepefiuhnya oleh PIHAK KEDUA,

Segala akibat yang terjadi di luar Pasal 9 Perjanjian ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal1?
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam meleksanakan perjanjian ini, maka PIHAK KESATU dan PIHAK
KEDUA akan mienyelesaikannya melalui musyawarah untuk mufakat.

Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka perselisihan akan diteruskan melaiui Pengadilan
Negeri Tahuna.

Pasal18
PEMUTUSAN PERJANJIAN

PIHAK KESATU dapal membatalkan secara sepihak lentang perjantjian ini tanpa menggunakan Pasal
1226 Kitab Undang-Undang,Hukum Perdata setslah PIRAK KESATU memberikan peringatan/teguran
tertulis 3 {tiga) Kali berturut-turut tetap PIRAK KEDUA tetap tidak mengindahkan, Dalam hal ini PIHAK
KEDUA: .

a Dalam waktu 1 {satu) bulan terhitung sejak tanggal Swat Perjanjian Kerja ini diterbitkan oleh
" PIHAK KESATU, PHAK KEDUA tidak atau belum melaksanakan pekerjaan sebagaimana diatur
- dalam Pasal 1 Perjanjian ini.

. Dalam waktu 1 (satu) bulan berturut-turut tidak melanjutkan pekerjaan yang telah dimulai.

o

. ¢ Secara lahgsung afau lidak langsung dengah sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan

tersebut.
d. Memberikan Keterangan tidak benar yang merugkan atau dapat merugikan PHAK KESATU
sehub ungan dengan pekerjaan ini. x
e. Jka pekerjaan dilaksanakan PIHAK KEDUA tidak sesuai jadwal waktu yang dibuat oleh PIRAK
KEDUA dah telah disetujui oleh PIHAK KESATU.
f. PHAK KEDUA nyata-nyata tidak dapat melaksanakan/melanjutkan pekerjaan yang telah
ditugaskan, o’
g PIHAK KEDUA telah menyerahkan sebagian alau seluruhnya pekerjaan kepada Pihak Ketiga
tanpa persetujuan PIHAK KESATU.
h. Apabila denda kumulatif telah mencapai maksimum 5% (lima persen) dari jumiah harga Kontrak.
Jika terjadi pemutusan Perjanjian ini secara sepihak oleh PIHAK KESATU sebagaimand dimaksud
dalam ayat 1 Pasal ini, PHAK KESATU dapat menunjuk penyedia lain atas kehendak dan berdasarkan
pilihannya sendiri untuk menyglesaikan pekeraan tersebut. PIHAK KEDUA harus menyerahkan
Kepada PIHAK KESATU segala arsip, data-data dan keferangan-keterangan lailNya yang
berhubungan defgan Pejanjian ini. I

- Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian maka Kapilalaung selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan

Keuangan Kampung dan/atau Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung, akan menetapkan
penilaian prestasl pelaksanaan pekerjaan PIHAK KESATU.

)t - Pasal 19
BEBAN BIAYA DAN PAJAK

Segala pengeluaran biaya sehubungan dengan pembuatan Perjanjién ini termasuk biaya materai Rp.
6.000, - (enam riby rupiah) dibebankan kepada ;
PIHAK KEDUA.
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Segala pajak- pajak (PPN / PPH), iuran dan retribusi resmi yang berhubungan dengan pekerjaan ini
ditanggung oleh PHAK KEDUA dan dilunasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-
undangan yang berlaku,
oo o Pasal20
TEMPAT KEDUDUKAN

Untuk melaksanakan pekerjaan ini, beserta segala akibat hukumnya, kedua belah pinak telah memilih
tempaht kedudukan yang tetap dan sah di Kantor Pengadiian Negeri Tahuna Kabupaten Kepulauan
Sangihe.

Pasal21
LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dianggap
perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih fanjut dalam tambahan (addendum) Perjanjian ini dan
merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Surat Perjanjian Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap 4 {empat) dan 2 (dua) rangkap dibesi materai
cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK
KEDUA serta Kepada Pihak-PihaK lain yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan
ini,

Pasal 22
PENUTUP

Surat Perjanjian Pekerjaan! ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di Kampung........ pada hari dan
tanggal tersebut di atas dan diketahui oleh Pejabat yang berwenang.

Surat Perjanjian Pekerjaan ini dinyatakan berlaku sejek tanggal ditetapkan atau sejak diterbitkannya
Surat Perintah Mulai Kerja dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA i PIHAK KESATU
A o ) TIM PENGELOLA KEGIATAN,
DIREKTUR KETUA
MENGET AHUI

KAPITALAUNG SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN KAMPUNG.......

Tembusan Yth ;

e B b e

Bupati Kepulauan Sangihe di- Tahuna.

Wakil Bupati Kepulauan Sangihe di- Tahuna.

inspektorat Kab. Kepi. Sangihe di- Tahuna.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kepi. Sangihe di- Tahuna. *
Kepala Bagian Pemerintahan danOtpnomi Daerah Selda Kab. Kepl. Sangihedi-Tahuna,
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SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomar: :ocaiaiaag
+ Pada hari ini _....... tanggal .............. bulan ........ tahun dua ribu enam belas, kami yang bertanda tangan
di bawah ini :
1. Nama T
Jabatan . Ketua TPK
mEEm Alamat 1Y Kampung........... ..Kecamatan......... .
Berdasarkan Surat Keputusan Kapitalaung......Kecamatan....Kabupaten Kepulauan Sanghe No...........
Tahun 2016 tentang Pengangkatan Tim Pengelol Kegialan (TPK) Kampung......... Kecamatan........

Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2016 bertindak untuk dan atas nama TPK, selanjutnya
disebut PIHAK KESATU.

2 Nama B
Jabatan : Pengusaha/Penyedia Barang dan/atau Direktur CV.....
NPWP :
AlLamat ;
Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No..... tanggal....... Notaris aas nama......., dalam hal ini
A bertindak untuk dan atas Rama CV......coveerieriiones , selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

. PIHAK KESATU memberi perintah kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan: ..........
PIHAK KEDUA meneriina dan sanggup melaksanakan pekerjaan terssbut dengan berpedoman pada Surat
\ Perjanjian Pekerjaan dengan nitai sebesar Rp. .....ccvveinn (ovnninininn Rupiah). Lokasi di Kampung ..........

; | cI—
\ Surat Perintah Mulai Kerja ini beriaku sejak tanggal tersebut di atas sebagaj dasar pelaksanaan pekerjaan.
N Denmikian Surat Perintah Mulai Kerja ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

) PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
N N i i p e ey TIM-PENGELOLA KEGIATAN,

. - DIREKTUR KETUA

MENGETAHUI
KAPITALAUNG SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN KAMPUNG.......

Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Sangihe di- Tahuna.

2. Wakil Bupati Kepulauan Sangihe di- Tahuna.

3. Inspektorat Kab. Kepl. Sangihe di- Tahuna. H’
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kepl. Sanglhe di- Tahuna.

5. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonoml Daerah Setda Kab. Kepl. Sangihe di- Tahuna.
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!
Contoft
£ “BERITA ACARA NEGOSIASI HARGA
" NOMIOR v
Pada hal i ............, tanggal ...........bulan_......... Tahun ... yang bertanda tangan dibawah ini:
' 1. Nama
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan .
5 Glamat :Kampung......Kecamatan.......Kab. Kepl. Sangihe selanjutnya disebut PIHAK KESATU
. Nama
Jabatan : Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan
) Qlamat : Kampung......Kecamatan.......Kab. Kepl. Sangihe selanjuinya disebut PIHAK KESATU
. Nama :
Jabatan » Anggota Tim Pengelota Kegiatan
Alamat : Kampung......Kecamatan......, Kab. Kepl. Sanglhe setanjutnya disebut PIHAK KESATU
R = 4. Nama : i ! ¥ '
’ Pekefjaan : Direktur/Pemilik Perusahaan CV/PT/Toko.......
Alamat =1 ... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Berdasarkan Surat Penawaran Pekerjaan Nomor.........tanggal......... 2016, kedua belah pihak telah
melakukan negoslasi harga untuk pekeraan:......... di Kampung............. dengan keslmpulan sebagal berkut:
e | R - Harga Harga Keterangan
Penawaran Negosiasi
q Pekerjaan: ...
e ==
2,
(o R
11X Pekerjaan:..oeiie.s e
i
{ S
= N
dst ’
JUMLAH
Keterangan:
1. PHAK KEDUA DAN PIHAK KESATU tefzh sepakat untuk melaksanakan pekerjaan sesuai harga negosias|
- sejumlan Rp.....cocoomeenns S o ....Tupiah). '
. 2. -Harga Negoslasi sudah termasuk pajak.
3. Biaya pajak, materai dan biaya lainnya yang timbul berkenaan dengan pekerjaan dimaksud ditanggung oleh
PIHAK KEDUA.
. 4, - Segala resiko biaya akibat kelalaian pekerjaan ditanggung PIHAK KEDUA.

Demiklan Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA e PIHAK KESATU
DIREKTUR CV/PT/TOKO....... TIM PENGELOLA KEGIATAN,

1. Nama:
Jabatan :Ketua Tim Pengelola Kegiatan
Tanda Tangan:

2 Nama:
Jabatan : Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan
Tanda tangan;

3 Nama:
Jabatan : Anggota Tim Pengelola Kegiatan
Tanhda tangan:

MENGETAHUL
KAPITALAUNG.........

4
PR
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LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN SWAKELOLA ( LKPS )

o

oV

Pimpinan Teknik/

DIPERIKSA DAN DIHITUNG BERSAMA OQLEH :

Koordinator Lapangan

TAHUN ANGGARAN
BIDANG LAR
SRETSVAR PEKERIAAN SWAKELOLA
SUB KEGIATAN/PEKERJAAN : (LKPS)
VOLUME
LOKASE Minggu
Ke
'PENYEDIA BARANG/JASA : s/d
PIMPINAN TEKNIK : , Buian
SURAT PERJIANIIAN 1k'eahun
PELAKSANAAN
Target Fiskk :
it A PRl . pekerjaan Bobot Realisasi Pekerjaan (°/c)
' Jumlzh (%)
s .| Vol Harga Volume | Kumulatif | Tertimbana
1 2 3 4 | 5 6 7 8 9
I | Pekerjaan |
1
2
3
4
5
= 3
II | Pekerjaan
F g
2
i
4,
S
)
III | Pekerjaan
= ;
2
3
: BSEEE
o= —— S ——— —
REKAPITULASI § ) i
17 iv P.embtleatan T f iy ==
B JUMLAH - - '
" Ingkat Penyeiesaian / prestasi pekerjaan sampai dengarT n%inggu [ buian ke ....... tanggal ...... 2016 sebesar -
...... % ( ... Persen) selesai
Kampung,............u..., 2016

TIM PENGELOLA KEGIATAN
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PERUBAHAN KEGIATAN
(Contoh}) -
Nama Kegiatan : Budidaya Nila Tanggal Perubahan s
Lokasi Kegiatan : Lindongan |
Pagu Biaya : Rp.30.000.000,-
No | Hal yang Keadaan sebelum Keadaan setelah Sebab Perubahan Akibat Perubahan
diubah- -+ adanya perubahan perubahan
1. | Bibit Nila Bibit Nila Lestari Bibit Nila Karmila | Kelangkaan bibit Nila

Keterangan: Agar dilampirkan rencana kegiatan dan RAB peru.-bahan

Kapitalaung

t

1 Lestari

Mengetahui

Jumiah bibit Nila lebih banyak; |
Perlu pelatihan pengelolaan ternak
Nila Karmila;

Membutuhkan lahan lebih luas;

———

Dibuat oleh Pelaksana Kegiatan Budidaya Nila




